Menimbang

Mengingat :

BUPATI LUWU TIrUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR: 5 TAHUN 2009

TENTANG

BEDOMAN PENYUSUNAN, PENATAUSAHAAN , PERUBAHAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA DESA

BUPATI LUWU TIMUR.

- bahwa sebagai findak lanjut Pasal 5 sampal dengan Pasal 13

Peraturan Doerah Kabupaten Luwu Timur Nomeor 22 Tahun 2006
Ternlang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Luwu Timur tentang Pedoman Penyusunan, Penalausahaan,
Parubahan dan Pertanggungjowaban Pelaksancan APEDesa.

1. Undang-Undlang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten dan Kobupaten Mamuju Utara di Propinsi
Sulawasi Selatan [Lembaran Negora Republik Indenesia
Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesio Normor 4270);

2. Unuang-Undang wNomeor 10 Tahunt 2004  tentang
Permbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Normor 53, Tambahan
Lembaran Negaora Republik Indonesia Nomor 4389):

3. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tombahon Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telan diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahurn 2008 [Lemboron Negara Republik Indonesia Tahun
20068 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4844);

4, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Doerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomaor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNormor 4355 |;

5. Percturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Doerah (Lermbaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20071 tentang Pajak
Daerah (Lemboron Negora Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tdrmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Mormnor 4138);



Meneiapkan
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_ peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negora Republik indonesia Tahun 2001
Namer 119. Tambatan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemeriniah Nomor 72 Tohun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4587):

serciuran Menteri Datam Neger Nomor 37 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomer 7 Tahun 2008
Teniang Pedoman Tata Cara Pengowasan Atas
Penyelenggaraan Pemeriniahon Desa;

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 55 Taehun 2008
tentang Tato Care Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
Peraluran Daeroh Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun
2006 tentang Keuongan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 22,

Peraluran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelciaan Keuangan Doerah
Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2007 Nomeor 09);

Perafuran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapaton dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 01);
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang
sistern dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nemor 16}
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2009 tentang
Fenjabaran Anggoran Pendopatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 03).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,

PENATAUSAHAAN, PERUBAHAN DAN  PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN APBDESA.



BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inl, yang dimaksudkan dengan :

1
2.

3.

4,
5.

10.
11.
12,

13,

14,

15.

16.

Kabupaten adalan Kabupaten Luwu Timur

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Doerah adalaoh Bupatli beserta Perangkat Daerah Otonom
lginnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan doerah di Kabupaten.
Bupati adalah Bupati Luwu Timur

Desa adalah Kesaluan Masyarakat Hukum yang memilki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendii dan mengurus
kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang digkul dalam sistem Pemerintahan Nasional,

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemeriniohan desa sebagal unsur penyelenggara
pemerntahan desa.

Keuangan Desa adalah semuo hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintfahan desa yang dapat dinllai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban desa ersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa cdalah kessluruhan hegmian yang meliputi
perencanaan, penganggararn, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjaowaban dan pengawasan kevangan desa.

Anggaran Pendapaton dan Belanja Desa yang seianjuinya disingkat
APBDesa adalah suatu rencana kevongan tahunan Desa yang ditetapkan
bedasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

Penatimaan Desa adalah vang yang masuk ke kas desa.

Pengeluaran Desa adalah vang yang keluar dari kas desa.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan vang melalul rekening desa
yang merupakan hak desa dalam 1 (safu) tahun anggaran yang tidak periu
dibayar kernbali olen desa.

Belanja Desao adaolah semua pengeluaran dari rekening desa yang
merspakan kewajiban desa dalam 1 {satu} tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kemball oleh desa.

Pembiaycan Desa adalah semua penerimaan yang peru dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan ditedma kemball, balk pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada lohun-tahun anggaran
berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisin lebih realisosi penerimaan dan pengelucran anggaran selama satu
periode anggaran pemerintah desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa
yang karena jabatannya mempunyal kewenangan menyelenggarakan
keseiuruhan pengelolaan keuangan Jdesa,
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pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Bendahara Desa adalah perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala
Desa uniuk  menerima, menyimparn, menyetorkan, menatausahakan,
membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuyangan desa dalam
rangka pelaksanaan APBDesa.

Rencaona Pembangunan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Dasa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah
masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk periode 1 (safu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjuinya
disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa uniuk periode &6
(enam) tahun.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari
dana perimbangan kevangan Pemeriniah kepada Pemerintah Kabupaten
dimana minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan dimaksud
merupakan baglan desa.

BAB I
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Kepala Desa sebagal Kepala Pemeriniah Desa adailah Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa
dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Kepala Desa sebagaimand dimaksud pada ayat (1), mempunyai

kewenangan:

a. menetapkon kebijokan tentang pelcksanaan AFBDesa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;

c. menetapkan bendahara desa;

d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa:
dan

e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu
oleh PTPKD.

PTPKD adalah Perangkat Desa, terdirl dari:
a. Sekretaris Desa, dan
b. Perangkat Desa lainnya.

sekretaris Desa sebogaimana dimaksud pada ayat (4} huruf a, bertindak
selaku koordinator pelaksanoan pengetolaan keuangan desa  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4] mempunyai tugas:
a. renyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
b. menyusun dan melaksanaan Kebijokan Pengelolaan Barang Desa.



(1)
(2)

(3)

[4)

(1)

(4]

(3]

¢. menyusun Ranperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung

jowaban pelaksanaan APBDesa.
d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan

Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa. .

BAB
PENYUSUNAN RPIMDesa dan RKPDesa
Pasal 3

Pamerintah Desa menyusun RPJMD untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih.

RPJMD sebagoimana dimaksud pada ayat (1). telah selesal disusun paling
lama 3 (tiga) bulan sejak pelantikan Kepala Desa terpilin.

Sebagai findak lanjut penjabaran RPJMDesa, Kepala: Desa bersama BFD
dengan melibatkan Lembago Kemasyarakatan Desa, 'fokoh ogama dan
tokoh masyarakat menyusun RKPDesa melaivi Musyawarah Perencanaan
Pembangunian Desa.

Penyusunan RKPDesa sebagaimena dimaksud pada ayat (3] diselesaikan
paling lama akhir bulan Januari fahun anggaran sebelumnya.

BAB |V
PENYUSUNAN APBDesa

Bagian Kesalu
Penyusunan Rancangan APBDesa

Pasal 4

Rancangen Peraturan Desa tentang APBDesa disusun berdasarkan
RKPDesa dan setelah diterimanya Jumiah ADD, Bogi Hasl Pajak, serta
pendapatan lain yang bersumber darl bantuan Pemerintah Kabupaten
sebagal bagian Pendapatan Desa yang ditelapkan dengan Keputusan
Supati.

Pembahasan bersama BPD menilikberatkan kepada kesesuaian dengan
RKPDesa yang telah disusun secara partisipatif.

Musyawarah Desa tentang penggunaan dana 70% dari ADD yang diterima
oleh Desa unifuk Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan sebelum
dilakukannya pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa
bersama BRD.

Hasil musyawarah penggunaan dana ADD sebagaimana dimaksud pada
ayat (4], ditvangkan dalam rancangan AFBDesa.

Sekretans Desa menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada Kepala Desa guna kepentingan pembahasan
bersama BPD untuk memperoleh persetujuan bearsama paling lama minggu
pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.



(6) Setelah disetujui bersama dengan BPD menjadi Rancangan Peraturan
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Desa, maka Kepala Desa menggajukan rancangan dimaksud kepada Bupati
untuk dievaluasi paling lama 3 [tiga) hari kera setelah diterbitkannya
persetujuan bersama dengan BPD.

Kepala Desa menetapkan Perafuran Desa tentang APBDesa paling lama 1
(satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan dan telah dievaluasi oleh
Bupati. _
Dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa,
evaluasi difitikberatkan pada kesesualan rancangan fersebut dengan
kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Hasil evoluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja setelah diterimanya rancangan peraturan desa tentong
APBDesa.

Hasil evaluasi Bupatl merupakan rekomendasi rancangan perafuran desa
tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa.
Apabila hasil evaluasi merekomendasikan rancangan peraturan desa -
tentang APBdesa dikembalikan untuk disempurnakan, maka Kepala Desa
bersama BPD segera melakukan langkah penyempurnoan paling lama 7
(tujuh) hari selelah diterimanya hasil evaluasi,

Apabila  hasil  evaluasi  fidak ditindaklanjuti  dengan  melokukan
penyempurnaan, dan Pemeriniah Desa telap menetapkan rancangan
peraturan desa ientang APBDesa menjadi Peraturan Desa, maka Bupati
membatalkannya dengan menerbitkan Keputusan Bupali yang berisikan
pernyataan pembatalan dan memberlakukan pagu APBDesa fahun
anggaran sebelumnya uniuk dilaksanakan oleh Kepala desa yang
bersangkutan yang pelaksanaannya ditefapkan dengan Keputusan Kepala
Desa. '

setelah menerima Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(12), Kepala Desa wajib menghentikan pelaksanaan peratyran desa dan
bersama BPD mencabut peraturan dimaksud dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 5

Sermua pendapatan desa disetorkan ke rekening kas desa.

Rekening Kas desa sebagaimana dimaksud pada ayd! (1} , berada pada
Bank terdekat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Program dan kegiatan yang masuk di desa adaloh sumber penerimaan
dan pendapatan desa yang wajib dicatat dalam APBDesa.

Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
Kepala Desa wajib mengintensitkan pemunguian pendapatan desa yang
merupakan wewenang dan fanggungjawabnya serta ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Pengembalion atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan
membebankan pada pendopaton desa yang bersongkutan untuk
pengembalion pendapatan desa yang terjad| dalom tahun yang sama,
Untuk pengembalian kelebihan pendapatian desa yang teradi pada
tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja fidak terduga tetapi
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harus didukung dengan bukli yang lengkap dan sah.
Pasal &

Setiap pengeluaran beianja atas beban APBDesa harus didukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.

Bukli sebagaimana dimaksud pada ayat (1] harus mendapat pengesahan
oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dar penggunaan
bukti dimaksud.

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa fidak dapat
dilakukan sebelum rancaongan peraturan desa tentang APBDesa
ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pengeluaran kas desa sebagaimana dimoksud pada ayat (3), tidak
termasuk unluk belanja desa yang bersifal mengikat dan belanja desa
yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepalo desa.
Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipunguinya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketenfuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Sisa lebih perhilungan anggaran [SILPA] fahun sebelumnya merupakan

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : -

a. menutupl defisit anggaran apabila realiscsi pendapatan lebih kecil
daripada reaglisasi belanja.

b. mendanal pelaksanaan kegiotan lonjutan atas beban belanja
l[angsung.

c. mendanal kewajban lainnye yang sempal dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.

Pengaturan mengenai Dana Cadangan dijelaskan sebagail berikut :

o. Kepala Desa dengan perseiujuan bersama BPD menetapkan Peraturan
Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

b. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atou disimpan
pada kas desa tersendii atas nama dana cadangan pemerintah desa.

c. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayal kegiatan lain
di luar yang telah ditetapkan dalom peraturan desa.

d. Penggunaan Dana cadangan baru daopat dilaksanakan apabila telah
mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.



BAB vV
STRUKTUR APBDESA

. " Pasal B

(1) Struktur APBDesa terdiri atas:
a, bagian pendopatan,
b. belanja, dan
c. pembiayaan.
(2) Baglan dari Pendapatan sebagaimana dimoksud pada ayat (1) huruf o,
meliputi :
Pendapatan Asli Desa.
gagi Hasjl Pajok.
Bagi Hasil Retribwsi.
Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan desa lainnyd.
Hibah.
Sumbangan Fihak Ketiga.
(3) Bag:nn darl Belenja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
a. Belanja Langsung.
b. Belanja Tidak Langsung.
(4) Bagian dari Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
melipuli :
a. Penermaan Pembiayaan.
b. Pengeluaran Pembiayaan.

@"0Q0U0

Pasal 9

Format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan ringkasan APBDesa
sebagaimena dimaksud dolam Pasol 8 ayat (2), ayat (3) dan ayot [4),
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari peraluran ini.

BAB VI

PERUBAHAN APBDesq

Pasal 10

(1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan cpabile ferjodi :
a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis
belanja.
b. Keadagn yang menyebabkan SiLPA tfahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjaian.
c. Keadoan darurat,
d. Keadaan luar biasa.
(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
lahun anggaran, kecuall dalam keadaan luar biasa.
(3] Perubahan APBDesa yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat
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Format rancangan peraturan desa tentang

(1) huruf o, dilakukan dengan menerbitkan peraturan desa tenfang
perubahan peraturan desa tentang APBDesa.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud poda ayat (3).
disahkan oleh Kepala Desa dengan mendapat persefujuan bersama BFD
setelah sebelumnya dievaluasi oleh Bupali, .

Tola care pangojuan peraturan desa tenfong perubahan APBDesa sama
dengan tata cara penstapan percturan desa tentang APBdesa.

Pasal 11

Jangka waktu penyampaian rancangan peraturan desa fentang
perubahan APBDesa uniuk dibahas bersama dengan BPD pada minggu
pertama bulan Seplember.

Penyampaian rancangan peraturan desa fentang perubahan APBDesa
kepada Bupali uniuk dievaluasi paling lama 3 (figa) hari setelah disetujul
oleh BFD.
Bupati menetapkan keputusan Bupali tentang hasil evaluasi dalam jangko
waktu 15 (lima belas) hari kerja sefelah diterimanya rancangan peraturan
desa.
Pengesahan peraturan desa oleh Kepcla Desa paling lama 3 (tiga) hari
kefja setelah Kepala Desa menerima keputusan Bupati yang menyetujui

rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa.

Pasal 12

-
perubahan APBDesa dan ringkasan

perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sebagaimana

1]
12)
(3)

(4)

tercantum
peraturan ini,

dalem Lampiran yang merupakan bagian fidak terpisahkan dari

BAB Vil

PENATAUSAHAAN
Bagion Kesatu
Penatausahaan Penermaan, Pengeluaran dan

Pertanggungiowaban Penggunaan Dana
Pasal 13

Dalam melaksanakan penatausahaan keuarnigan desa, Kepala Desa harus

menetapkan Bendahara Desa dengon Keputusan Kepala Desa.

Penetapan Bendahora Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

dilakukan sebelum dimulainya lahun anggaran bersangkutan.

Masa jobatan Bendahara Desa 1 (saty) tahun mulal tanggal 1 Januari

sampoi dengen 31 Desember tahun berjalan, dan dapat diangkat lagi

uniuk masa jabatan berikutnyao.

Bendahara Desa mempunyal tugas pokok sebagai berikut ©

o. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiowabkan vang pendapatan asli desa dalam rangka



)
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pelaksanoan AFPBDesa.

b, menenma. menylmpan, membayarkan, rmenatausahakan, dan
mempeﬂnnggungiawabmn vang untuk keperluan belanja desa dalam
rangka pelaksanaan APBDesa. -

Pasal 14

gendahara Deasa wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan dan
pengeluaran kewangan desa.

penatausahaan penefinnaan sebagaimana dimaksud pade ayat () -
dengan menggunakan :

a. Buku kas urnumi

b. Buku kas pgmbaniv perincian obyek penermaan; dan

c. Buku kas harian pembaniu.

penalausahaan pengeluaran sebagoimana dimaksud pada ayat (1] .
dengan menggunakan :

a. Buku kas umurm; :

b. Buku kas pembaniu perincian obyek pengeluaran; dan

c. Buku kas harian pembaniu.

Dokumen penatausahaan pengeluaran disesuaikan dengan peratyran
desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) yang disetujui oleh Kepala Desa melalui
PTPKD.

Pasal 15

aendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang
melalui laporan perrang'guniuwcbcn penerimaan kepada Kepala Desa
paling lama tanggal 10 bulan berikuinya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1]. dilampiri dengan !
a. Buku kas umum; '

b. Buku kas pembaniu perincian objek penerimaan; dan

c. Buku penefimaan lginriya yang sah.

Pasal 16

pendahara Desa wajib mempeﬁnnggungjﬂwabkun penggunaan uang

melalul laporan pertanggungjowabon pengeluaran kepacda Kepola Desa

pacling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporar sepagaimand dimaksud pada pada ayal (1) . dilampiri dengan

a. Buku kas Umurm;

b. Buku kas pembaniu perincian obyek pengeluaran yang disertal dengan
pukti-bukll pengeluaran yang sah: dan

c. Bukl atas penyeioran PPN/PPh ke kas Negara.




(1)

(2]

(4]

(3]

(1)

(2}

(3)

(1)

(2)

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa

Bagian Kesaty
Penelopan Pertanggungjowaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 17

sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan  desa tentang
perfanggungjawaban pelaksanaan APEDesa dan rancangan keputusan
kepalo desa lentang pertanggungjawaban kepala desa.

Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
kepala desq untuk dibahas bersama BPD.

Jangka waktu penyarmpaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
dilakukan paling lama 1 [sotu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Rancongan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksancan
APBDesa yang telah disetujul oleh Kepala Desa bersama BPD. selanjutnya
ditetapkan menjadi peraturan desa.

Seloin peraturan desa tentang pertfanggungiawaban pelaksanaan
APBDesa, kepala desa juge wajib menyusun dan melaporkan keterangan
pertonggungjawaban  kepala desa dengan menerbitkan  keputusan
kepala desa.

Bogian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 18

Peraturan desa lentang perfanggungjowaban pelaksancan APBDesa dan
keputusan kepolo desa tentang keterangan pertanggungjowaban kepala
desa sebagamanc dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5). disampaikan
kepada Bupafi melalui Camat.

Tembusan perafuran desa dan keputusan kepala desa sebagaimana
dimoksud pada ayat (1) ., dilujukan kepada Kepala Bodan yang
membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.

Wakiu penyampaion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . paling lama
7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

BAB IX

ADD

Pasal 19

ADD Kabupaten merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan
pusat dan doerah sebesar minimal 10% (sepuluh persen) menjadi bagian
desa.

Penambahan bagion ADD uniuk desa dapal dilokukan dengan



meningkatkan persentase pembagiannya dan ditetapkan lebih lanjut
dengan peraturan Bupa fi.

(3) Pengeloloan ADD mefupakan satu  kesatuan dengan pengeloloan
keuangan desa. r

(4) Pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan dan
perianggungjawaban ADD di Kebupaten diatur lebin lanjut dengan
Peraturan Bupotli.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajilb melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksancan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawadsan pemerintah kabupaten sebagoaimana dimaksud
dalam Pasal 20 meliputi:

a. pemberian bimbingan. pelatihan dan penyelenggaraan kevangan desa
yant mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, peloksanaan
dan perfanggung-jawaban APBDesa. _

b. pembinoan daon  pengowasan pengelolaan keuangan desa don

pendayagunaan asef desa.
c. pemberian pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsifrasi kevangan

desqa.
Pasal 22
Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalom Pasal 20
meliputi:

a. memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan  administrasi
pengelolaan keuangan desa menurut ketentuan yang berlaku.

b. memfasiitas pendayagunaan asset desa.

e. memiaslitasi pemerintah desa dclom perencanaadn, dan penyusunan
APBDesa. pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

d. Melaksanakan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan terkait

pengelolaan keuangan desa.
BAB Xi
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Peraluran Bupal Ini beroku efekiif mulei tanggal | Januari 2007
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BAB Xl

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupoll

Pasal 25

Peraturan inl mulal bericku sejok tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang daopal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Malil
. pada tanggal. 17 MHaret 2009

Diundangkan di Malili
ada tanggal , 200%
,H_,__x 949l 17 Waret

JAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2009 NOMOR 5



] Lompiran  Peraturan Bupall Luwu Timur
Nemor
Tenggal

A. PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

5 “fahun 2009
* 17 MHoaret 2009

SERTA STANDARDISAS| BIAYA

Kebiakan Penyusunan AFBDasa

a. Pendopalan Desg ,

Dalom kebllgkan perencancan pendapatan desa harus mempernatikan  hal-hal
sabagal berikut:

'

2

3

Pancdapalon desa malpull semua peneimaon uang melaiul rekening desa yang
merupakan hak desa dalarm 1 [saty) tahun, anggaran yang tidak peru dibayar
kambali aleh desa,

Seluruh pendapatan desa dianggarkan  dalom  APBDesa secara  bruto,
mempunyai mokna bahwa jumiah pendogatan yang dianggorkan fidak boleh
dikurangl dsngen belonjo yang digunokan dalom rangka menghasikon
pendgpatan lersebul.

Pandapatlon deso menspakan perkiraan yang terukur secarg rasional yang dapat
dicapoi untuk setiop sumber pendapatan,

Pendapalon desa terdirl dori:

b

2

3]

Pendapatan aAslt Desa (PADesa)

@) Daiam merencanakan target pendapotan desa dar kelompok Pendapctan
Asii Desa ogor ditetapkan secara rosional dengan mempertimbongkan
regiicasi penerimacn tahun lolu daon potensd yang daopal mempengaruhl
tethadop masing-masing jenis penerimoan, obyek penerimaan seria rincian
obyek pansfimagan.

b) Dalam upaya peningkatan pendopaion asii desa, agar fidok menetapkan
Kebjjokon pemeriniahan desc yong memberatkan maosyargkal, Upaya
peningkaton pendopaton asli desa dopal ditempuh meloiul panyaderhanaan
sistern dan prosadur administrasl pernunguton desa yang sah. meningkatkan
pamahoman kepada mosyoraoka! mengenal kewajiban bersama  dalam
mendukung progrom-progrom pembangunan desa dan  kesadaran untuk
menumbunkan keswadayean masyarakat calam poartisipasi pembangunan
dasa termasuk pendanaannya.

Dana Panmbangan

Bagion pendapatan Desa dard dana patimbangan adalah bagian 10 % (sepuiun
petvanl Dana Alokad Umem (DAU) pamerinioh kepada Pemarintah Daarah yong
diperuniukkan untuk membontu pemeriniah don masyarckat desa  untuk
mermpercepal akselerasl program pengentason kemiskinan dan menumbutkan
peranserta dan porfisipasi masyarakal dolam pemberdoyoan maosyarokot desa
melalul kebljokan Alokasi Dano Desa (ADD).

LaireLain Pendapatan Dasa Yang Sah

a) Hibeh yong diterima dalam bentuk uang harus dionggarkan dalam APBDeso
dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerinioh Deso dan
parmber hibah,

b) Surmbangan Pihak Ketiges yaong ditedima  daord  organisasi/lembago
tertentu/perorangan, yong lidok mempunyal konsekuensi pengeluaran
maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberd sumbangan dichur
cdalam peraturan deg,

¢l Lain-ain pendopalan yong ditetagpkon pemernniah desa dionggorken peda
lain-ain pendapatan desa yang sah.
dl Dana bag hasil pajok darl proving dan Kabupaten yang diterima oleh desa

meupakan loin-ldin pendopatan desd yang sah.

b. Belanja Desa

Belanje desa yong dienggarkan dolam APBDesa, supaya mis mpedomant  hal-hal
sebage! berikut ©
1) Belonjo dess diprioitaskan dalam rangka pelaksanaon kawenangan pemerintah



2)

3)

4]

é)

7]

8

desa dolom menguiJs kepentingan masyarakatnya secara mandini dan olonom.

Belanjo- dalom rongka pelaksancan kewenangan pemerinfoh desa dalam
mengurus kepentingan masyarakalnyo secard mondiri dan otonom digunakan
untuk melindungi dan meningkatkan kugitas kenidupan masyarakat dalom
bentuk peningkatan peiayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
faslitas umum yang layak.
Belanja desa disusun bardasarkan musyawarah deso yang berorientasi pado
pencapalan hasi dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk
meaningkalkan akuntablitas perencanaan  anggaran sarla memperelos
alektiviias dan efisiens) penggunaan anggaran.
Penyusunan  belanjo desa  diprioritaskan untuk  menunjang  efekfivitas
pelaksancan  tugos dan fungsi pemerntahan  desa. Peningkatan olokosi
anggaran belanja yand direncanakan aleh pemeriniah desa harus terukur yang
dikuti dengan peningkatan kinero  pelayanan publik dan peningkatan
kesejohteraan masyarakat.
Penggunaan dona permbangan dolam ADD agar dipriortaskan  untuk
kebutuhan sebagal berikul
a) Pensrimaan dana 70% (tujuh puluh persen| supayo diprioritaskan univik
(1) paling sedikit 40% (enom puluh persen] digunakan untuk mendanal
perbaikan dan pembangunan infrastrukiur pedesoan dalom skalo keci
narmun memiiki ekses yang cukup besar bogi kepentingan rmiasyarakat
pbanyak cntara lain terhadap sarana don prasarand pemenntahan,
lingkungan pemukiman dengan sanitasi yang baik, pembangunan ingasi.
jaringan jalan dan lembatan, fasiitas sesial, fasiliios pelayanan kesehatan
di Posyondu don Polindes. pendidikan pra sekolan serfa stimulan bagl
tumbuhnya perekonomicn masyarakal;

(Z) paling banyck 10% [sepuluh persen) digunakan wnfuk baniuan
pemberdayaon kepada lembaga maupun kelompok kemasyorakatan
desa.

b) Penermaan dana 0% [(tigo pulun persen) supaya dipriortaskan untuk
mandukung operasionalisasl tugas-tugos pemetintan désa’'dalom memenuhi
kewgjipan  memberikan peloyanon administrast, pelaksaraan fasilltosi,
monitoring, evaluasi dan pendampingan terhadap program-program
pemberdayadn masyarakat dan belanja aparatur dalam rangka pelayanan
publik:

Belonjo Pegawdl.

a) Besamya penyedicon uniangen aparal pemerintah desa don BPD agor
mendasarkon kepada kemompuon  keuangan pemerintoh desa dalom
APBDesa dengon berdasarkan kepada peraturan desa dan keputuson kepala
deso;

bl Pengonggaran upan iso kepada kelompok kemasyarakatan desa
berdasarkan  kemampuar:. keuangan desa dolom APBdeso berdasarkan
vataniuan dalom peraturan desa dan kepulusan kepala desa:

Belonja Barang dan Jasa

a) Penyediaan anggaran untuk pelanja barang pokai habis agar disesuaikan
dengan kebutuhan nyala dalam rangka melaksonakan tugos dan fungsi
Pemerinioh Deso dan BFD, dengan mempertimbangkan jumiah aparal desa.
kinarja BFD dan volume pekefjoan. Oleh karena tu, mperenconoan
pengadaan barang agar didahulul dengon evolucsi persedioan borang serta
barang dalam pemakaian;

b] Dalam upaya meningkatkan don memberdayakan kegiatan perekonomian
desa, perancanaan pengadaan baorang dan jasa agar menguiamakan
produksl lokal o deso dan tenaga kerja yang tersedio di desa.

c) Dalgm mersncanakan keoutuhan borang, pemerintah  deso  ogar
menggunakan dafiar inventarsasi barong milik pemerintah daerah dan
slandar penggunocan barang sebagal dasar perencanaan sesual dengan

ketenluan Peraturan Menter Dalam Neger Nomor 7 Tahun 200é& tentang
Siandardisasi Sarana dan Prosorana Kerjo Pemerintah Daarah;




d)

e

i

al

h)

il

a)

=)

al

B

¥
-

c)

d

8}

J|

al

Penyusunan rencona kebuluhan pengadaon barang dan jaso qgruf
me ani ketentuan fentang standar saluon harga parang dan josa
yang ditetapkan dalom keputusan bupali;

Belanja perjalanan dinas balk dalam desa maupun luar desa dan luor deso
dalom kecamoton serle luar deerah  unfuk melaksanakan  kegiaton
penyelenggaraon  pemeriniahan dasa don pelayanon  masyarakal
dianggarkan dalam jenis belanjo barang dan jasa.

elonjo Perolanan Dinas colam rangka perintah univk mengikut] workshop,
bimbingan taknis, pelatihan peningkalan xapasitas aparat pemerinioh desa
dan sosialisasi dori pemerintah daerch atau provins yang mensyarotkan
adanya bicya koniribusi yang horus diserahkan sebagai bioyo menglicuti
workstiop, bintek, pelatinan dan sosialisasi, moko besaran blayo perjalanan
dinas dikurangkan dengon biaya akomodast dan penguiangan sebesar N%
{tiga puluh persen) dari vang harian yang sehansnya diterima.

gelanjo petjolanan dings dalom rongka penugasan untuk  mengikuti

undangan workshog, cerminar, dan lokokarya atas undongan glgu tawaran

dari organisasi/lembaga tertenty di luar Instansi pemerintah, supaya dilokukan
darigan sanga! seleklil daiam rangka penghematan dan fidak tedalu
membebani APBDesa:

Belanja yang dianggarkan uniuk melaksanakon pendidikan dan pelatihan
farmal diperuntukkan bagl Kepcla Desa dan petangkatnya serio BPD dan
dibebonkon  kepoda belanjo lengsung. Belanjo dimaksud meliputi biaya
kontribus pelotinan. bimbingan taknis, workshop dan sejenisnyd fermasuk
perjolanan dinas menglkuti pelatihan can pendidikan dimaksud,

stohdar bigya peralanan dinas ditetapkan dengan kepulusan kepala deso
dengan mendasarkan kepado Keputuson Bupati,

9] Belonja Modal

pelanja modal digunakon untuk pengeluoran yang dilakukan dalam rangka
pembellan/pengadoan atau pembangunan asel letap’ yang digunakan
dalam keglatan pemetintahan seperti dolom bentuk tanah, peralaton dan
mesin, gedung dan bongunan, jalan, rigosi dan jaringan cset tetap lainnyo.
yang meamillkl kitaria sebagaoi barkut:

(1} masa manfaatnyo lebih dari 12 [dua belas) bularn;

(2)) merupakan cbiek pemeliharoan;

Pengadoon software dolom rangke pengembangon  sister informasi
manajemen dianggarkan pada belanjo modal.

10} Balanjo ¢epala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Penganggoran helanja BPD, ogar mempedomani ketentuan Pesgturan
Naerah Kabupaten Nomeor 20 Tahun 2006 teniang Bodan Permusyawaraian
Deso.

Balono BPD untuk kepentingan rapat, fronsportasi dolam rangko dings dan
eperosionalisasi tugas dan fungsi dianggarkon secara rasional sesual dengan
kebutuhan il dan dilakukan daiam salu kall penganggaran bersoma belanjo
Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam 1 (sotu) tahun.

Gualifturjangan pimpinan, sekretaris dan anggota BPD seloin tombahan
tunjgngan darl bantuan keuangan pamerintoh Kabupaten , dibetikan menurut
kemampuan keuangan desa.

Belorie pemilhon Kepalo Desa dar Perangkal Desa berpedoman poda

ketentuan Peroturen Doerah Kabupaten Nomor 19 Talkiun 2006 teniang fata
cora pamilihcn. pancalenan pengangkaton, pelantikan dan pembermanticn
repoia desa can perangkat desa.

Gaji/tuniangan Kepala Deso dan Perangkat Desa selain tambahan tunjongan
dai banfuan kevangan dof Pemerintah Kobupaten, diberkan menurt
kemampuan keuangan deso.

Gaii/tunjangan Kepala Desa dan Perangkal Desa dianggarkan poda belan|o
feEak longeu.

Belanja pembelian inventaris/perdengkapan kantor dan kendaraan dinas serta
bigya pamealiharoannya. belonjo peralanan dinas dan belanja pakalan dinas




Kepaia Desa, Perangkat Desa dan BPD dianggarkan pada kelompok belanja
long$ung.

h) Bogi Kepola Desa. perangkat Desa dan BPD yong diperhentikan sementara
karena tersangkut tindok pidona namun helum berkekuatan hukum tetop,
cemun hak-haknya dolam hal keuangan desa tetap’ diperhitungkan sesual
dangan ketentuan yong berlaku. E

i| BaglKepala Desa, Perangkal Desa dan BPD yang berhentl karena habis masa
jabatannya letapi mavin memiiid hok keuangon, maka yang bejsangkutan
tetap diperhitungkan hok-haknya tersebul sesual dengan jumiah besaran yang
menjod haknya,

11) Penyediaon dano  untuk penanggulongon bencona  alam/bencana sosiql
’ dan/alay memberkan  bantuan  kepada dasa lain dolam rangka
penanggulangan bencana alom/bencena sosial dapat memaniaatkan saldo
anggaran yang tersedio dalam Sisa Lebih Pernitungon APBD Tahun Anggaron
sebelumnya danfatou dengan melokukan penggeseran Belanja Tidok Terduga
atou dengarn melakukan penjadwalan ulang alas program dan kegialon yang
N kurang  mendesak. dengan mamperhatikan peraluran  dan ketentuan yang
beriaku yang ditetopkan oleh pameriniah Kabupoten dan memenuhi persyaralan
sebagai berikul

a) Diaksanakan dengan melakukan Perubahan APBdesa melalul Peraturan Desa.
b) Sambil menunggy perubahon APBD Tahun Anggaran perkancan, kegiatan
atgu pemberian bantuan keuangan tersebut di otas dapol dilgksangkan
. dengan cara melakukan perubahan  Peraturan Kepala Desa tertang
Penjobaran  APBDesa untuk selanjutnya  ditompung  dalam Rancangan
Peraturan Deso fentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaron berkencan.
Apabila penyediaon kredit anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangon
dilakukan sestelah perupohan AFEDesa ager dicontumkan dalom Laporan

Reglisasi Anggaran. '

¢] Pemanfaatan soldo anggaran yang larsedia dalom Sisa Lebih Perhitungan
APBDesa Tohun Anggaran sebelumnya danfatou dengon  melakukan
pengaeseran Belanja  Tidak Terdugd uniuk bantuan penanggulangan
bencara algm/bencana sosic! dibartahiukan kepado BPFD,

12) Belonje Hiboh

g) Belanja Hibah digunakan unfuk mengonggarkan pemberian vang. barang
dan/atau jaso kepada pemerniah desa loinnyo. BUMDes, masyarakal dan
orgonisasi  kemosyarakaton deso, yang sscara spesific telah ditelopkan
peruntukannya. pensiial tidak wajb dan tidak merigikat serta tidok secara ferus
menerus. Uong dan barang yong diberikan dalom bentuk hibah harus
digunckan sesuai dengan parsyaratén yong ditetapkan  daiom naskah
perjanjion hibah desa dan diakikan sateloh mendapat persetujuan BFD.

. b} Hibah dalam bentuk vang, barang dan/atau jaso kepoda pasmesinioh deso
lginnya. BumDesa, masyarakal dan argunisasi kemaosyarakatan desa, dapat
diberikon dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan hungsl
pernerintahan di deso dan layanan dasar umum sepanjong ditetapkan dalam
petaturan panin dong-undangan.

c) Hibah dapat diberdkon kepada BUMDesa dolom rongko menunjang
peningkaton  pelaycnan  kepoada masyarckat dan  hiboh  kepodo
badan/lemboga/aorganisasi swiasta dan/alau kelompok
masyarakal/perorangan sepanjong berpartisiposi dalam penyelenggaraan
pambangunon deic.

aj Fgmheﬂan hiban dolam bentuk borang dopat digkukon opabile borang
tersebut tidak dirmanfaotkan oleh pamernich desa yang bersangkutan tetop
dibutuhkan oleh  pemenniah  desa lainnye  dan/ctou  kelompok

I masyarakal/patarongaon.

13} Bantyen Sosial
Bantuan sasial digunakan uniuk mangonggarkan pambearion bantuan dalam’
bentuk wang dan/atay bareng kepada masyorakat yang bertujuan  untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakal deso. Pamberian bantuan sosial tersebut
lidak secara lerus menerus/tidak beruiang setiop fohun anggaran, selektif dan
memilk kejelason peruniukarn penggunaanny.
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14) Belania Bantuan Keuongan

a) Belonjo pantuan keuangan digunakan  untuk menganggarkan bantuan
keuangon yang bersifal umum otau khusus darl pemerintah Provinsi kepado
pamenntan Desa dan pemeriniah Kobupalen pepada Pemeriniah Desa,
dalam rangka pemeratoan dan/atou peningkalan kamampuan keuangan
pagi deso penenma bantuan.

b) Bantuon keuongan yang bersifal umum peruntukon dan penggunoonnya
disarahkan  sepenuhnya kepado pemernnioh desa penerimd  baniuan,
sedangkan  bantuon keuangan yong persifal  kKhusus peruritukan  dan

lalaannys diarahkan/diletapkan oleh pemerintah/ pemerinioh daeran
pemberi baniuan. Untuk permber  bontuan bersital  khusus  dopal
- rrensyaratkan penyedioan dana pendamping dalam APBDesa panenma
Bontuan.
. 15) Belonjo fidak Terduga

Belanja Tidek Terduga mefupakan belanja untuk kegialan yang sifatnya lidak
blasa/1anggap darurat dalom rangka pencegahan dan gangguan ternadap
sigbiliias penyelenggaraan pametinianan desa demi lerciplanya keamanan dan
kelertiban di dolam wilayah Ossa dan fidak diharapkan berulang seperti
penangguiongan pencana alom dan bencana sosial yang lidak diperkirakan

; * soewmnya, yang didukung déngan pukti-bukt yang sah.

14] PEndanoan pemiihan Kepala Dasa can pengangkalan perongkat desa lainnya.

o) Bogl Desa yang melaksanakan kegialan pemilihan Kepala Deso. penyediaan

. anggaran uniuk kebuluhan penyelenggaraan perlinon Kepala Desa
gianggarkan pada jenis beianja hibah dori pemeriniah desa kepada Panitio
Pamilihan Kepalo Desa yang dibentuk cleh BFD,

) Bioya untuk kebuluhan penyelenggaraan pemiihon Kepala Desa tersebul
dilugr dari biaya yang wajib dibebankon kepoda APBD Kabupaten dan biaoya
yang harus ditanggung oleh masing-masing calon kepala desa sesudi Perda
Kabupaten No.1¥ Tahun 2006 dan ditelapkan dengan keputusan kepala
deso. '

c] Bioya pengangkaion perangkat desq lainnya  selain  Sekrelars Desa
dianggorkan paca jenis belanja Wibah don sesugl dengan kemarmpuan
keuangan desa.

c. Pembloyson Deta

Pembloyoan disediakan uniuk menganggarkan seliap penaerimaan yang periy
dibayar kembaoll den/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bolk pada
tahun anggoron  yang bersangkuton maupun  poda tahun-tahun  anggaoran
berlkutrya.

|} Pernafimoan pembliayaan:

g} Siso Lebih Pernilungan Anggaron Tahun Laiu

gsg lebih perhitungan anggoran tahun ol mergpakan salisin lebin antara
replisosi pendopaton dengan belonjo desa yang dalom APBDeso induk
dinnggorkon berdasarkan estimasi, dan didefinititkan dolom  perubahan
APBDeso yang ditelnpkan dalam paraturan cesn tentonrg
perfanggungiowaban peloksancan APEDesa tahun sebalumnyo.

sica lebih perhilungon anggaran tahun lalu mencakup siso dana urituk
miandanol kegiatan lanjutan. viang pihak ketiga yang belum terselgsaikan,

gelampauvan lorget pendopaian deso, penasfmaan dan pengeluaran lainnyo
yang belum tersetesalkan sampal akhir lahun anggaran.

b] Pencairan Dona Codangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk mengonggarkan sgjumiah dana
cadargon yong akan ditranster darl rekening dono codangon ke rekening
kos Pemerntah Desa sebogaimana  ditetapkan dalom peraturan desa
ientang pembeniukon dana cadangan berkenaan.

¢] Hasil Penjuaian Kekayaan Deso Yang Dipisghkan

penenmoan Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan digunakan untuk
menganggarkan hasi perjuclon kekayoon daia Yang dipisahkan dapat




2]

d)

e}

f)

a)l

werupa penjuaian kekayoan milk pemeriniah desa yong dikerfosamakon
dengan pihck ketigo alou hasil divestasi penyertaan madal pemeiniah desa,

penarmaan Pinjaman Desa

Dalam rangka menuiup defisit anggaran. pamarintah deso dapal melokukan
pinjaman, yong berumbet darl pemetintan xabupaten dan permerintoh desa
lain.| lembaga  keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan
rnns;rmutm. '

Pin}cimun desa aokon meanambah kekayoan desa don merupokon satu
kesatuan siklus pengelolcan keuangan desa, yang dimulal dari penganggaran
dalam APBDeso.

Penefimaan pinjaman desa digy nakan untuk menganggarkan semuo transaksi
yong mengakibotkan desa menefima sejumiah uang dar pihok lain sehinggo
desa tersebut dibebari kewajiban untuk membayar kemball.

Penerimaan kernball pemberian pinjoman

Parerimaan kembali permberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan
posisl penerimaan kemball pinjoman yang diberikon kepada pemeriniah
kotiupaten atau pemerntah desa lainnya.

Penadmaoan pivlang desa

penerdmaan piutang digunakan uniuk menganggarkan penerimaan yang
nesumber dar pelunasan piutang pifck kefiga. seperti barupa penerimaan
piutang desa dari pandapaion desa, pameriniah desa lain, dan penenmaan
piutang lainmyd,

penefimacn kemball penyertacn modal desa

Penefmoan kemball  penyerfacn modal  desa digungkan  uniuk .
menganggarkan penefimaan yang persumber dar penyertoan maodal yang
diterima kemball.

Pengeluaron Pembiayoarn:

Qj

B}

c)

Pambentukan dond cadangan

pPembenlukan dana cadangan digunakan uniuk menganggarkan dana yang
dlsisthkan untuk dicodangkan daiom tahun onggaron beralon yang akan
citranster ke rekening dang cadangan dgorl rekening kas pemearintah desa.
Jumiah yang dicnggarkan don ditranster ke rekening dona cadangan sesual
dengan yang ditetapkan dalam peraluran desa tentang pembentukan dana
chdangon.

Fpnyertaan modal pemérintah desa

(1} Penyertoan modal pemerintah desa digunakan untuk menganggorkan
sejumiah dona yang akan diinvestasican/diserfakan untuk merealisasikan
keriasama dengan pihak ketiga dan/atou kepoda BUMDesa dalem tahun
anggaron bearjolan.

{2) Jumlah yang dianggarkan disesualkan dengan jumiah yang ditetopkon
dalom peraturon desa tentong penyertaan modal dengan pihak ketfigo
alay sesunl dengon ketentuan perundang-undangan yang mengatur
tentang pelaksanaan panyeriaan modal desa pada BUMDesa.

(3} Investasi (penyertaan modal) desa sebogaimana dimaksud diatas dapat
merupokan dono  yong disisikon pemerinioh deso dolom rangka
pelayanon/pemberdayaan masyarakal seperil penyertoon untuk miodal
kefja. pembeniukan dana secaia bergulir kepada kelompok masyarakal,

pamberian fusilitas kepada wsaha mikra.
Fambayaron Fokok Utang

lumiah pembayaran pokok utang digunakan untuk mengangaarkan ssjumiah
dana guna rmelunasi pembayaran ssiurun kewajiban pokok yang jotuh lempo
dalom Tahun Anggaran befjalon  termasuk tunggakan, atas pinjamarn-
pinjomen desa yang dilckukan dalam talun-lahun anggaran sebelumnya
sasual dengan patjaniion yang teloh disspakali.




d] Pemberian Pinjaman desa ' .

pembenan pinjaman digunakan  uniuk menganggarkan pinjaman  yang
diberikan kepadd pemerintah desa lalnnya.

e Sika Lebin pembioyaan Anggaran fanur Beralon (SILPA)

(1] Slsa lebin oernbiayaan  anggaran tahun  berjalan digunakan untuk

menganggorkan sy lebih anlara pembigyaan nete dangan surplus/detfisit

APBDesa. Pembloyoan nelo mempakan selisin ontora penerimaan
pempiayaan dengan pengeuaran pembiaycon yeng harus  dapal
meanutup defisit anggaran yang direncanakar.

(2) Jumlah sisa lebih pembiayaan angganan tahun beralan yand dianggarkan

. pada APBDesa induk  Tohun  Anggaran befjolon  bersifat astimasl,
bernubung jurmiah sisa lebin pernitungan anggaran varun law [SIPA} yang
dicaniumkan dalam APBEDesa Tahun Anggaran perjalon, jugo masin
bersifat esfimasl.

{3} Dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaron berjolan, sisa  lewin
pembigygon anggaran tahun berjalan tersebut dionggarkan sepenuhinya
urtuk mendanal program dan keglatan panyelenggaraan pemerntahan
desa, seningga menjodi nibil.

I, Kode Kegialan dan Rekening Anggaran.

. 1. Pemberan kode kegiaian dan kode rekening anggaoran dolam APBDesa sifatnya
wajit dan lazim cesuai dengan kaldah penyusunan o nggonan pemerintah dasrah.
2, Kode kegiaton pemarintah desa farcanium dalam Lompiran peraturan irsl.,
3, Kode kecamatan menurul nomor urul Kecamalan yong diterbitkan cleh Biro Bina
Dekonsentrasi Setda. Provinsi sulawesi Selatan Tahun 2008, dan diocu sebogal nomaor
vode Kecomalan dolom rekening APRDesa sebagal berlkut !

(@) Mongkulona 73.24.01
| (b} Nuha 73.24.02
(e) Towuli 732403 L

(el) Mcili 732404
(@) Angkena 73.2405
[fj Wolu 73,2406
(g} Burau 73.24.07
(n) Temeni 73.24.08
(ij FKolaena 73.24.09
iy Tormonl Timur 73.24.10
(¥ Waosupondo 73,2411

. 4, Kode desa menurul Kecama'an dapat dithat dalam jamplran peraturan ini.

[il, Standar Bioya

I Penganggaran pembiayaan ditetapkan menurut stendor biaya yang ditetaopkan dengan
Keputusan Kepalo Nesa berdasarkan pedoman inl. Standar bigya yand ditentukan
dalom pedoman ini daam eolo maksimal sehingge desa peru mempertimbangkan
l : pemberakuannya menurt kamampuan ksuongan masing-masing don fidak metebihi
katentuan standar blaya dalam pedoman ink
1. Nara sumber dalam rangea seminar/Rakor/Sosialisasi/ P elatinon daigm  rangka
l kegiaton Internal desa yang donarya bersumber dori APBDesa dan ditetapkan
dengan Kepuiusaon Kepalo Desa sebogai berikut
o. Pejabat eselon li dari SKPD Kabupaten, paling bonyak Rp. 300.000.
. b. Pelaba! eselon ||l darl sEPD Kab.gan Comat/Muspika. paling banyak Rp. 250.000.
c. Pejcbat eseion IV dar SKPD ¥ab. don kecamalan, paling banyak Rp. 150.000.
d. Kepala Deso dan arD, paling banyak Rp. 150.000.
2. Updah jasa cleaning service untuk kantor dan tenaga kontrak untuk operator computer
. di kanior desa dan tenaga kanirak lainnya [petugas administrast  kantor) yong
ditetopkon dengoen Kepulusan Kapala Desa. paling sedikit Rp. 150.000/bulan
3. Bidang Pengeloloan Keuangan Desa yong ditetapkan dengan Keputuson Kepala
- Desa adalah sebago! berkut .
a. paling sedikit untuk pendahora Desa  Rp. 500.000/bulan.




7.

b, paling banyak untuk Bendahara Barang Rp. 150.000/bulan.

Mokan Minum Temu/Rapal/harian Perangkatl desa, disesuaikan dengan ketentuan
makan minum tamu/rapat/harian perangkal pemerintah daerah kabupaten dan
ditelapkan dengan Kepulusan kepala Desa.

Biaya pembuatan pakaian dinas/resmi aparat Seso |

a. POH Kepala Desa/BPD paling banyak Rp. 250.000/stel
b. POH petangkat deso paling banyak Rp. 200.000/stel
c. PDH Hornsip/linmas  paing banyak Rp. 200.000/ste!
d. Pekoian Olah Roga  poling banyak Rp. 150.000/sted

ATK dan Barang Pokal Habis lainnya mempedomani standar harga yong berlaku bogi
pemerintoh deerah menuru! peraturan atau  keputusan bupati don ditelapkan
dengan Keputusan kepala Deso.

pancelokan/pengaandaan. Disesuaikan dengan ketentugn indeks biayc yang
berioky boal pemerintah doerah Kob. menurut peraturan atau keputusan bupati,
masing-masing sebagol berikul ©

a. Order 1 s.d. 1000

b. Blonko Kuitansi

c. Blanko SPPD

d. Rorch bertharga

e, Spanduk

Paling banyok penjiidan Bicsa Rp. B.500/eks.

Paling banyak pemslihoraan gedung kantor  {khusus katagor rehabilitasi berat dan
suclah termasuk upah tukang) Re. 75.000/ M2/ tahiun, -

Pemelingraan dan Blaya Operasienal Sarana Kanlor

a. EKendaraan bermetor roga dua, paling banyak Rp. 250.000/tchun

b. Kendaraan fidak bermotor roda dua, paling bonyak Rp. 50.000/1ahun

c. Inventaris Kanlor,

- KotnputerfLaptop)/Printer, paling banyak R, 500.000/tabun
- Masin Tik, paling banyak Rp. 200.000/tatun
- Ganzet, paling banyak Rp. 250.000/1ahun

. Sewao Kendoaracn

a. Roda 4 lempat), paling banyok Rp. 300.000/har -

b. Rada 4 [empat) Truk, paling banyak Rp. 400:000/hari (kopasitas 20-30 orang)

c. Roda & (enam) fruk, paling baryok k. 500.000/hari (kapasitas > 30 orang)
Rincion' bioya perdalangn dings, mendasarkon kepoda keputusan Bupali fentang
biaya peralanan dings jabatlon Kepala Desa, unsur pimpinan dan anggota Badon
Permusyawaratan Desa serta perangkat dasca.



B, KODE KECAMATAN DAN DESA

KECAMATAN NO. DESA MO.KODE | NO.KODEDESA _ |
KEC. MANGKUTANA L. MALEKL ol 73.2401.01
73.24.01 2. WONOREJO 02 73240102
3, MARGOLEMBO 03 73.24.01.03
4, TEROMU 04 73.24.01.04
5. MANGGALA 05 73.2401.05
[ KASINTUWU 0& 73.24.01.06
7. BALAI KEMBANG a7 73.2401.07
B. PANCAKARSA na 73.24.01.08
KEC, NUHA 1. NUHA 01 73.24.02.01
732402 2. NIKKEL 02 73.24.02.02
3. MATAND 03 73.24.0203
4, MAG AN 04 73.24.02.04
B, SOROWAKD 05 73.2402.05
EEC. TOWUT i. LOEHA 01 73.24.03.01
73,2403 2. MAHALONA 02 73.24.03.02
3, TIMANMPU 03 73.2403.03
4, WAWONDULA 04 73.24.03,04
5. LANGEEA RAYA 05 73.24.03.05
& TOXALIMBO 0d 73.24.03.06
o BARUGA o7 7324 03.07
8. PEEALOA 0] 73.24.03.08
9, LIOkA o9 73.24.03.09
0. ASUL 10 7324 03.10
11, BANTILANG 11 73.2403.11
KEC, MALIL 1. HARAFAMN 01 73.24.04.01
722404 2, LASKAP 02 73.24.04,02
4. mAALILE 03 73240403
4. RMANURUNG 04 73.24.04.04
. 5. WEWANGRIU 05 73.24.04.05
L &, RARLGA & 73,24.04.05
7. LAKAWAL or 73.24.04.07
B. 1455 oA 73.24.04.08
9. TARABSI oy 73.24.04.09
10. BALANTANG 10 73.24.04.10
1. ATUE 1l 73.24.04.11
R POMNGKERU 12 73.2404.12
13, PUNCAK INDAH 13 73.24.04.13
KEC. ANGROMNA i, TAWAXLUA o1 73.24,05.01
73.2405 2. TARMPINNA 02 73240502
3. SOLG 03 73240503
4, TARIPA 4 73.24.05.04
5, MANTADULU 05 73.24.05.05
b, BALIREJO 04 73.24 05.04
7 &l MALIWDWO o7 73240507
B. LAMAETOD 08 73.24.05.08
KEC WOTY 73.24.06 L LAMPEN A ol 73240601
i 2, TARENGGE 02 73.2406.02
a, MARAMEA 03 73.24.06.03
4, CENDARMNA HIJAU 04 7A2406.04
5. B AW ALIPL 05 73.24.06.05
6, KALAENA 04 73.24.06.06
7. LERA o7 73.24.0607
8. KAMAWATY (97:1 73240608
9. BAHARI 5] 73.24.046.09
| i0. KARAMBUA 1¢] 73.24.06.10
KEC. BURAL 732407 )5 BURALU 01 73.24.07.01
2, JaLlAadlAa 02 73.24.07.02
3. LEWONU 03 73.24.07.03
4. LAMBARESE 04 73.24.07.04




3 LAUWO o5 73.2407.05
&, BONE PUTE Qb 73.2407.04
7. LUMBEWE a7 73.24.07.07
8. MABCINTA o8 73.2407.08
2 LARO oy 73.2407.09
Q. BENTENG 10 73.24.07.10
L1, BATU PUTIH ] 7324.07.11
12, LANOSI 12 73240712
13, LAGEGO 13 73.2407.13
14, CENDANA 14 73.2407.14

KEC. TOMON! 73.24.08 BAYONDO 01 3.24.08.01

MULYASRI
TOMONI
LESTARI

73,24.08.02
73.24.08.03
73.24.08.04

KALPATARU 05 73.24.08.05
TADULAKG 04 73.24.08.06
RERINGIN JAYA a7 73.24.08.07
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" BAMGUM JAYA o8 73.24 08,08
' : MANDIR! oy 73,24 0809
. SUMBER ALAM 10 73.24.08.10
; UJUNG BARU 11 73.24.08.11
; BAMGUN KARYA 12 73.24.08.12
KEC, KALAENA 732407 ; PERTASI KENC ANA, o1 73.24.07.01
EALAERA KIRI 02 73240902
. s SUMBER AGUNG 03 73.2409.03
i NOM BLOK 04 73.240%7.04
: ARGOMULYD 05 73.24.07.05
KEC, TOMON! TIMUR . MARGDMULYD 1 73241001
73.24.10 ; ALAM BLAMNA 02 73.24.10.02
KERTORAHARID 03 73.24,10.03
: CENDANA HITAM 04 73241004
] PURWOSARI 05 73.24,10.05
. PATTENGKD (#]] : 73241006
I : MANUNGGAL a7 73.24.1007
KEC, WASUPDONDA : LEDU LEDLU o faz4.11.Mn
73.24.1] ; EAWATA o2 73.24.11.02
_ TABARANC 03 73.24,11.03
. WASUPONDA, 04 73241104
f PARUMPAMAI 05 73.24.17.058
- . .| BALAMBANO . 04 73.24.11.06

. [




C. KODEDAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAFHAN DESA

I PROGRAM DAN KEGIATAN
7] BIDANG ADMINISTRAS! PEMERINTAHAN DESA
l Zivirier § PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERRANTORAN
7 11 [1[01 |01 | Penyedioan jososural menyural
. [7 [ [o1 |02 [ Penyediaan iesc komunikas, sumber dayg air don listrik
I 7 11 11 1g1 |03 | Panyedicon jasa peralatan dan perlengkopan kantor
7 11|01 |04 Penyedicon josa pemelihataan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
711 11|01 |05 Panyedican josa administrasi kauangan
l 7111101 |06 | Penyedican jaso kebersihon kanlar
711 11|01 |07 | Penyediaan josa perbalkan peralatan kena
7 [ 1] 1101 |08 ! Penyedioon ATK
7 1111101 |09 | Penvedioan borang catakan dan penggondaan
71111101 |10 | Penyedican kompanen insialas listrik/penerangan bangunan kantor
7 |11 101 |11 |Penyedican perclatan don perengkapan kantor
7 (111,01 |13 | Penyedican bahan baccan dan peroturan pendang-undangan
7 11 11101 | 14 | Paryediaan makanan don minuiman
7 UYL 15 | Rapal-rapal keardinas dan karisultasi dolom dan luar desa
(7111101 16 [ D8t s
Zlrjrjo? PROGRAM PENINGEATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
7 [1[1]02 jol | Pembangunan Gedung Kantor
7 1111102 |02 | Pengodaan kendaraan dings/operasional
. 7 111102 | 03 | Pengodacn perengkapan gedung kantor
7 111102 | 04 | Pengodaan pergiaton gedung kanlor
7 111102 | 05 | Pengadaan mebealeur
7 11 1102 | 06 | Pemaliharaan nutin/berkala gedung kantor
7 [1 {1 o2 || 07 | Pemeliharaan nufin/erkalo kendaraan dinas/opetasional
(7 11 1]0o2 || 08 | Pemeliharaon finfberkala petiengkapaon gedung kantor
7 [ 11102 |[09 | Pemetinataan rulin/berkala peralatan gedung kanlor
T 1111102 | 10 | Renabilitasi ingan/beral sarana dan prasarana sosial/umum desa
71111102 |11 | Pembangunan sarana don prasargna sosialfumum desa
711 ]0]02 112 ] st ieniniiensnee,
211103 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
7 |1 11103 |01 | Pengadacn pakagian dings beserta perengkopaniya
7 [1[1103 |02 | Pengadoan pakaian kiwsus hari-harl tertenty
Z L1 i iod FROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
7 [ 111 [aa || o) | Sasialscd peraturan perindang-undangan
7111011104 |02 | Pandidican dan palalinan forrnal
) 7 [T [\ o403 | Dst.....
71112 BIDANG PENDIDIKAN
AR B TN (6 e FROGRAM PENDIDIRAN ANAK USIA DINITE
7 {1 [2]01 [0 | Penambahan ruang kelas TK
7 {1 2|01 |02 | Pembongunan gedung TR
7 1112101 |03 | Pembengynan sarang don prasarang bermain
7z 1112101 |64 | Peambangunan perpusiokaan sekalah
7 1112|010 |05 | Pembpangunan jardngan Instolosi listrik sekoloh don perengkopannyn
(7 111201 || 04! Pengiodaon buku-buky don alat tulis murid
7 11201 1|07 | Pengadoon pakaicn viahrago
7 [1]2]01 || 08| Pengadaan mebeleur sekalah
7111201 |l 67 | Pengadoon petlengkopan sekolah
Zl1]2|o0f |10 Ds...
71113 BIDAMNG KESEHATAN
7i1]3[ol | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
7 [ 113]01 |Gl | Perbalkan gizi mosyarakat
7111301 |02 Paningkoton kesehotaon mosyarckat
11 alo) loalta .. |




[ 1\
7 111302 FROGRAM PROMOS! KESEHATAN DAN CEVBERDAYAAN MASYARAKAT |
71113[02 |0t Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
7113163 | PROGRAM PERBAIKAN Gl MASYARAKAT
71 13jo3 |0l Fuﬂvumﬂcﬂpﬁmmmmwfﬂm
51715 |03 | 02 | Pemberian tambonan makanan dan vilgmin
71113 |03 |08 | Pernberdayodn masyorakat uniuk pencapaian keluarga sadar gid
7,1|3 [03]|04]0st... . i
7113 |04 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGEUNGAN SEHAT
7 1113 | 040} Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
5 T7 T3 |04 | 02 | Sosiclisasi kebijakan Ingkungan sehat
71103 | 04|03 0st...
71113 |05 FROGRAM PELAY ANAN KESEHATAN F_EEDUDUK MISKIN
(71113 05 | 01 | Pelayanar sunatan missal unuk mosyarakal miskin |
71113 |ps |02 Penangguicngan penyakit cocingan
EAR 3 | 0§ | 03 | Pelgyanan ketehdtan akibal gizi buruk/busung Hapair
7113 105 ] [4 | Dst ...
e 713 10& ] PROGRAM PENINGEATAN PELAY ANAM K_ESEHAT.AN AMAK BALITA
7 1113 L06 01 | Penyuluhan kesshatan anak balita
71113 [06 |02 immunisast bogi anak balita
lilrl 9 106 |03 | Dst....
17 il3 ! FROGREANM PENINGKATAN KESELAMATAN 1BUY M L AHIRKAN DAN ANAK
7iwla [ GF o1 Fenyulihan kesehatan i Ibu hamil F keluargo kurang mompl
(7113 107 [[C2 Perawatan secara berkola bagi by homil bogl keuarga kurang mMomipu |
71113 |07 (03| Dst...
0 BIDANG PERERJAAN UMUM =
71114 101 PROGRAM PEP_AHﬂHGUHAH JALAN DAN JEMBATAN BESASTAMNI
71114 (0101 | Permbangunan jolan desa/ton — I
71114 |0l |02 | Pembangunan jembaton desa/tarni
7 (114 101 |C3)0st,... |
71114 102 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DE.MHhEEJG{JRQNG-GDRONG
71114 102] 0! | Pembangunan soluran drainase/goreng-gorong
717114 [02]102[Dsl..... 3
- ! —
7 (114 |03 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
21114 | 0301 | Pembongunan turap/ialud/bronjong
7114 |03]02 Dst ....
71114 |04 PROGRAM REHABILIT AS PEMELIHARAAN JALAN DESA DAN JEMBATAN
7114 | 040l Renabilitasi/pemeliharadn tolud/branjong
71114 |04102 Rehablitosi/pernelihargon jolan desa  dan jembatan
70114 |04,03 D8t ...
71114 |03 PROGRAM FEMBANGUNAN JTARINGAN IRIGAS!, RAWA DAN JARINGAN
PENGAIRAN LAINNYA
(7 ] 114 105101 pPambangunan pinty air
711 4 1863102 | Pengeriaan normeilizos saluran sungal
71114 |05 |03 | Pemelihcroan laringan ifgasl
711 |4 |05]04 | Pemelinaraan pintu air
71114 | 05|05 ! Pemberdayaan petan pemakal air
71114 (05106 [ Dst...
711(8 SOANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN __________
71115 (O PROGRAM PENINGKATAM PERAM SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM
UL LT | | PEMBANGUNARL .




01

0l

Keaialon permbinogn organisasi perempuan

e f=d

i flh

0l

02

Keglatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluargo
sgiohiera

S

Ln

1

03

Dst ...

02

FROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

g2

[°]

Penyuluhan kesehctan anak balita

02

0z

Irmmiunisasi bogi anck balita .

B B T e |

Lh (LR [CA fEm

Dst ...

03

PROGRAM FENINGKATAN KESELAMATAN 1BU MELAHIRKAN DAN ANAK

03

0l

Penyuluhan kesehalan bagi lbu hamil dar keluarga kurang mompu

o3

Perawalon secara berkalo bagi ibu hamil bagl keuorga kurang mampu

S| el el |

th| trhlalln

0a

03

Dst ...

FROGRAM BIDANG SOSIAL

e N B |

o | O

o1

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)
DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL [PMKS) LAINNYA. _

al

a1

Pelatihan keterampilon berusoha bagl keluarga miskin

Q1

Pengodaan sorana dan prosarano pendukung usaha bagi keluarga miskin

o |l

L= [ 0

01

03

D5t .ce

i EE 3N & B A = S

PROGRAM BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

o1

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBLJAKAN PEMUDA

o1

ol

Peningkaton kelmanan dan ketakwoan kepemudaarn

e e B e T |

et [t Bl |

==~

01

Uz

Dst ...

02

PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA PEMUDA

D2

01

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan

02

0z

Pembinogn organisasi kepemudaan

02

Q3

02

Penyuluhan pencegahan penggunacn narkoba dikalongan generasi muda |
Pembinaan pemuda peloper keomanan lingkungan

b B |

i i | o | o i

S |l |

02

05

Dst ..

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

4]

Penyelenggaraan Kompetisi Glahraga

o3

02

Pengembangan Olohroga Rekreasi

R AR L |

el e B e e

03

03

Dst....

4

PROGRAM PENINGRATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

04

01

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

D4

02

Pemealiharaon Rutin/berkala sarana dan prasarana glahrago

Pengodaon Sarana don Prascrana Olahraga

Lqﬁlﬂ‘dﬂ

R (S Y ey

i e e N

04

04

st ...

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

o1

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

01

1 0]

Fambangunan Pos Joga/Fondo

01

02

Pelciihan pengendallon keamanan dan kenyomanan lingkungan

01

03

Pengendalian keomangon lingkungan

b et et f i e B |

o (o | o |t oo oo

0l

04

Dst ...

2

FROGRAM KETERTIBAN DAN KEAMANAN

o2

]

Pembentukan Satuan Keamaonan Lingkungon di masyorakal

o2

02

Penyelengggraan Kegialan Keamanon Lingkungan

"\I""\-I"*l"-'l

o | 00 iR 0

02

Dst ...

o =

BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

=00

ol

PROGRAM PENYELENGGARAAN KIMNERJA DAN PEMINGEATAN KAPASITAS
APARAT PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSY AWARATAN DESA

o

=D

0]

01

Panyusunan Rancongon Peraturan Desg




1179 |Gl | 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Doya Aparal Pemeriniah Desa dan BPD

7 119 |01 |03 | Sosialisasi Percturan Desa

71119 |01 |04 | Penyusunon Laporon Penyelenggaroan Pemarinighan Desa

7 [ 119 101105 Dst...

741110 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAEAT

71118 |01 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASY ARAKAT

7 [1]10 {01 0! | Pelatihan Lambaga dan Orgoniscs) mMosyarokat Desa  +

7 11110101 |02 Dst.... e

71110 |02 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT D/ LAM MEMBANGUN

DESA =

7 111 10 | 02 | 01 | Pelaksanoan Musyawarah Perencanaan Pembaongunan Desa

7 11110 | 02 | 62 | Penyusunan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Desc

717110 | 02 | 03 | Peloksanaan Musyawarah Alokesi Dona Desa

7 111 10 | 02 | 04 | Pelgksanaan Musyawarch penggunaan Dana Stimulan

7 111 10 | 02 | 05 | Lomba Deso :

717110 |02 | 06 | Peloksonaan kegiotan Lemboge Xemosyargkalon Ciasa

7 |1]10 |02 |07 | Dst....

7 [1]11 BIDANG PERTANIAN

711111701 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

. PERTANIAN/PERKEBUNAN :

Z 17111 |01 | 01 | Peningkatan Produksi Hasil Pertanian

7 17011 |01 | 02 | Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanion/perkebunan

7 1)1 01|03 | Dst...

Z1j11 |02 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEENOLOGI PERTANIAN/PEREEBUMNAN

7 11111 |62 [ 0) | Kegialan penyuluhon penempan feknologi perfanian tepat guna

7 17711 |02 |02 | Pengadacn Sdrana dan Prasarona Teknologi Pert@nian/perkebunan Tepal
{ Guna

7 11{11102103 Dst..

711111 103 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAMN

7 (1] 11105 [ 01 | Penyedioan sarana produksi pertanian/perkebunan

7 100 |03 {02 Dst..

711111 104 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

7 1111 [04 | 01 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular temak

711111 (04102 ) Dst....

711111 o5 PROGRAM PENINGEATAN PRODUKS! HASIL PETERNAKAN

7 11111 [ 65 | 01 | Pengembangon Agroblanis Peternakan Deso

7 1111110502 | Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pokan Terndk

7 11111105103 | Dst...




D. KODE REKENING PENDAPATAN DESA

Knsie Wraian
Rakanilng
1 2
1t ' PENDAFATAN DESA
113 PEMDAPATAN ASLI DESA
|
111 'Hasil Usaha Desa
N L ' Badan Lsoho Millk Desa (BUMDes]
. HERNEEY | Dt ...
AN EE “Haall Pengeioioan Kekayoan Desa
1|1 iz |ol Tanah Kag Desg
L g1 | 01 | Tonoh Deso
11 0! |02|Dst...
] 11 a2 Posar Dasa
J.4-) 03 Pasar Hewan
[l 04 Tambaton Ferahu
| a5 Fasll Sewa Bangunen Desa
] [ Tempat Pendlaratan tkan yang dikeiola desa
] [+74 Tempal Rekregs vang dikedola oleh Ceia
) [o]:] Tempal Pemancingan yang dikeloio oleh deso
Lesin-igiin kelayoon miik desa
10 Dat ...
Hasll Swadaye dan poriisipasi

Pangadoan umbubumbuel mosyorokaf

Fengadoan penerangan jalan

Pengadaan rempeaf sampah

]

Hoell golong royong

[+ Padntlsan jolon/lerong baru

02 Pembersihan selokan/oot

01 | | Pembuatan badan jolon desa
[ Famaihanoon ahon desg

g Pembersilicmn kubwran desa

|08 | | Pembuatan pos kemiing
(4 | Pembugian poteona

o) T ’ 1

Lain-ialn Mendgpatan Asll Dera Yaong Sah

| Hasll Penjuaion Aset Desa Yang Tikdak Diplsohkan

| Peleposan Hok Algs Tanah

Peniuclan Peralatan/Parengkapan Kantor tidak terpakal

Penjualan Mesind/clat-alat tidok terpakal

Panlualaon kendormoor diras roda cua

Penjugian Bohan-bahon Sakas bongunon

| Penjuaian bas pekas

Penjuglan bahan-bahan bekas bongunan

) [

[ BAGI HASIL PAJAK

| Bagi Hasll Pajek

ol | Bogi Hasil Pajak Dasran

02 [| Panyisinon FBB Provins

|| Panyisiton FRE Koabupaten

|| Bogl Hosll Relribusd

(1] ! Oogl Hogll Retribuy Doerah

| BAGIAN DANA FERIMBANGAN KEUANGAN FUSAT DAN DAERAH

| Alokas Dana Desa

B B E EEEEEEBEEEEE B B B B B e i
| i o ot o | | | Y (PRI (S N MO NSRS SR PR Tl WY —--—n———--ll'-.-'n.l 1-‘-—-—-—.- — -
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= P ln | — | == tnfem len ] ton len len s e .l‘l_-|:-l-L.LhrLL urdmidh ralka | wa s na fnafra [ sa | ra ko e
i 8 oiclolelplelelolol | [l=igig| 2lalele ?
gialgeleizisle |
I




BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSL, KABUPATEN DAN DESA LAINNYA

Bantuan Kevangan Pemerinioh Provinsl

=

Hodiah Lombo Deso

e e | |

Dt

Banivan Kevangan Pemerinigh Kabuy, 1

0l

Bantuan Tambahan Penghasian Tatap Fepoia Desa dan Farangkal Desa

Eantuan Tambanan Panghasilon Telan Pimpinan, Sakrators dan Anmgm BPD

i)

saniuon Tombahan Penghadlicn Tetop Kelua QRT

04

Bantuon Dona Stimulen

B s | an | | |

CCUPEAERT RS ]

Csl....

‘Banfuan Keuvangan Desa Lalnnyo

el el

B | B

.

Daf ...

HIBAH

Hitsah darl Pemerintah

Hibah dari Pemerintah Provins

'Hibah darl Permarinfah Kobupaten

"Hiboh dar Badan; Lemboga/Orgonisas Swaste

| | e s | | i |

LY L L L L

Ol | i | Cap |13 |

Hibah dari kﬂ‘f&l’ﬂﬁ mmhﬁf&ﬂfﬂﬂw

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

sumbangan administrad jual bell fanah

‘sumbaongon adminisiras Pengoperan Hak Atas Tanar

sumbangan administrasi ljin Keromaian

Sumbengan adminitrag NTCR

| Sumbangan adminisiron Kependuduken den Catatan Sholl

Lain-lain sumbangan adminisiras|
“Sumbangon darl perbonkan/Koperasy

| Sumbangan dovl Emggan;hmbngu kamasyorcko fan

fumbangon darl kantraklor dowg

Sumbeangan darl pihak swostgiwirgusaha

_____.._._!.,..,_.._...

O i Fiow i O |0 | O | O | O [On )0

Zlgole] o il tajha ]~

[ il




E. KODE REKENING BELANJA DESA

Eoda Uraion
Rekaning \
—— 2
2 | BELAMJA DESA
201 BELANJA LANGSUNG
21111 BELANJA PEGAWAI/HONORARIUM
20111101 _Upah Jasa
21102 Dt .
21112 BELANJA BARANG DAN JASA b
2111201 Belanja Bahan Pokal Habls
20711210101 | Beionja ATK
211 [ 2|01 |62 Belanjo Alet Listrik aan Elekirgnic (lompu pijar, 7L, bateral kering)
{211 [ 2|01 [ 03] Belenja perangke, materai dor bendo pos lainnya
(211201 [0C4] Belonja peralotan kebersinan dan bohan pembersih
211210l |05 Belonia bahan bakar minyok/gas
20112101 |04 | Belgnjo pengisian labung gos
2 (12|02 Belanfa bohan /material
211 12]02] 01 | Balonjs Bahan Baky Bangunan
211 ]2]02)| 02| Balanja Baban/bkit tanaman
201 | 2[02)| 03| Bslonc Bibil Temak
211 | 2|02 |04 | teanjgBohon Obat-obatan
21112 02] 05 ||Belanjo Bahan kimio
2|1)2|03 Belanja Jasa Konlor it
2112|030 | EelonjoTelepan
2112|0302 | ésianja Alr
2112|0303 8elonjo Lishik
211 12]03]| 04| Belon|o Surat Kobar/Majalan
211 2] 03]05] Zelania Faximil
2|1 [2]03 | 0& | Belanja Paket/Pengiiman.
201 | 210307 ] Dal...ii i
2|11 | 2|04 | Belanja Perawalan Kendaraan hmnﬁr}ﬂﬂ# bermolor Roda Dua
211 |12|04 ) 0 | Balanja Josa servis
21112]04 ] 02| Belanjo penggantion suku codang
2121041 03] Beianjo Bohon Bakor Minyak,/Gos
21 (2|04 04| Belanja 5TNK
21 [2[04]05]| Belanja perponjangan Siv
2101205 Belanja Cetak dan Penggandacn
21112050 | Belanja Cetak
211 12|05 02| Belanja penggandaan/phota copy
2112|048 felonja Sewa Sorano Mobliltas
| 2 1 12|06 | 01 | Belanja sewa sarana mobiitas darat
201 12|04 ]| 02| Belanja sewa sarana mobilitas alr
2| 12|07 [Bukmju sewo perengkopan/peralalan kanfor
2(1]2]|07 |01 | Belanja sewa provexlor
| 211 12]|07 | 02 | Belan|o sewo genarator/genzet
21012107 | 03] Baelan|asswa tendo
211120704 Balanla sewa pakalon adot
211)2)08 Belanja Makanan dan Minuman
211 12]108)|00 | Belonjo makonon dan minuman harian
2112|008 | 0% | Salonjo magkangn dgn minuman ropat
2111208 |03 | Belgnja makanan dan minuman tamu i
1
|
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2|12 0% -Belanja Pakalan Dinos dan Harl-horl terfentu
211 | 2] 0% |01 | Belanjo pokalan dinas aparat
2 (1| 2 [09 | 02 | Belgnjo pakolon dinas BFD
212109 03| Belgnjo pakaian olahroga
2011210 Belonja Perjalanon Dinos Aparat Desa
211 | 2| 10| 01 | Belionio pefolonon dings dalom desa _
211 [ 2][10] 02 | Belanjo pedalanan dinos luar dasg
311121003 | Eelanja pefqolanan dinas luar daaran kabupaten
2111210 04 | Belanja perjolanan dinas luar doerah provins
21112111 'Beionja Perjolanan Dinos BPD
2(1]2]11]01 | Belanjo perfeianan dings dglom desa
21121 1 |02 Belonjo parfjoianan dinas luar deso
211121111603 | Belonfa alonaon dinas luar dasrah kabupalen
21112 11|04 ]| Balonjo pedalanon dinas luar daerah proving
2|1[(2]|12 Pendidikan dan Pelalihan Formal Aparal Pemerintah Desa dan BPD
21112112101 | Belonjo Kentibusi dan Peralanan Dinas pelatinan/Bintek/Workshop
21113 BELANJA MODAL
2(113jol Belanjo Modal Pengadaan Tanah
a1 l3alol | o [ Belonja Modal Fengadoan lanah kantor
2|17|3]02 Belanjo Modal Jarlngan
211(3|63 ' Belanjo Modal Pengadoon Sepeda Motor
(211]3]|04 Belanjo Modal Pengodoan Sepeda
2113|035 Beignjo Modal Pengadoon Perahu
2111305 Belonjo Modal Pengodoan Samoan
2|1({a|0O7 felonja Modal PerclatarXanlar
F2[113]07 ] 0 | Belonja Medal Pengadaan mesin Tik o
2| 1]3]o7! 02! Belonjo Modal Pengodaan Kalkulator
2|13 |08 Li-lr.-g[a Modal Perengkapan Kanlor
| 211 13]08 |0 | Belonja Modal Pengodogn Lemart Arsip
211 13|08 |02 | Belanjo Modal Pengadean White Baard
211 [3a]|08 |03 ] Bslanjo Modal Pengadaan Jam Dinding
|27/ 3]|09 Belonja Modal Pengadoon Koempuler
(21 ]13]0% |00 | Belanja Modal Pengadaan Komputer/FT
2111 3low | 02| telanjao Modal Pengodaon Lapiep .
(2|1 [3[0F 03] Belanjo Modal Pengodoan Printer -
21 1}3]0% ] 4| Belanjo Modal Pengodaon Scanner
2111309 | 05| eelonja Modal Pengadagn UPS/Stabilizer
o1 [ 2|08 | 0& | Belonia Modal Pengodoan Relangkapan Romputer (flasn disc, mouse. mouse pod,
keyboard, harddisc, meja computer)
2113110 Belonjo Modol Pengadaan Mebeuvlalr
2111310 0! | Belanjc Modal Pengodoan meja kerja
2] 113110|02! Balanjo Modgl Fangodoan me|a ropat
211131003 Belanio Modal Fengadoan Kursl kerja
(2] 11311004 | Belonjo Modal Pengadagn kutsl tarmu kantor
21113111 Belanja Modal Pengadoun alal-alat shudio
211 13al11 |8 | Belanjo Modol Pengadaan kamearn
2|1)13)12 Belanjo Modal Pengadoan Alaf-alal komunlicasl
1211131201 | Belonja Modal Pengadaan Telepon
211 13]12] 02| Belanjo Modal Pengadaan Faximil
211 12[12] 03| Belonja Medal Pengadoan HT
2| 13113 Belanja Modal Pengodaan Initaliasl Usirik dan Telepon
21 13]13]01 | Belanja Madal Pengadoan Instalas! Listrik
211 (3}]13102 ]| Belanja Modal Pengodaan Instalasi Telepon
211[3!114 Belanjo Modal Pengadoan Buku/Kepusiokaan
2l 1]alt14] 01 | Belanjo Modal Pengodoan Buku Paraturan Pelundang-undangan




A A I T - = —_ T

211130 14]02 | Belonja Modal fengadoon Terbitan Berkala
211 [ 3|14 |03 | Belonjo Modal Pengadaan Pelo/Atias/Globe
212 BELANIA TIDAK LANGSUNG |
21211 BELANJA PEGAWAIL/ PENGHASILAN TETAP
zl2|110t Gajl don Tunjangan
2121 |01 [0 | Tunjongan Tatop kepala Cesa .
2 31| 01|02 lunjangan Telop Perangkat Deso/Perongkat Desa Lainfya i}
2211101 |03 | unjongan BPC
221101 |04 | Tunjgngan lGinriye
21212 BELANJA HIBAH
2/212,0 Belanja Hibaoh kepada kelompok kemasyarakatan Desa =
22| 201 |0l | Belonjo Hibah kepada LPMD/LEMD
212 [2|01]02]| Belanja Hibah kepoda TP-PEK Desg
2122|0103 ]| eelanja Hibah kapada ORT
(212]2]01 |04 Belgnio Hiban kepada Xarang Taruno
2121210105 Balan]o Hibah kepadd Kalompaok kemasyarakatan desa lolnnya
2|22 02 Bslanja Hibah kepada kelompok masyarakal/pererangan
2121203 Selonja Hibah kepoda n-nduggln_imnuiagunlmﬂ Swasta
(21212 04 Belanja Hibah kepoda Lembaga Soslal/Yayasan Pendidikkan di Dasa
2|2|2(08 pelanja Hibah kepada Panitia
2123 BELANJA BANTUAN SOSIAL
212(3ld Bontuan pendidikan anok usio il
2|213|02 Bontuan kesehatan anak kurana/gld Buruk.
2|24 BELANJA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI
21214101 Belonja Panyisinan PEB Provirsl
2l214[02 Belarja Fenyishan PBB Kobupaten
2/(214108 aelonja Bagl Hasii Pajak Daeran =*
2124 |04 Belanja Bogi Hesl Retribusl Daerah
(21215 BELANIA BANTUAN KEUANG AN
21215101 Belonjo Bantuan Keuangon Pemerintah Provins
2]l2is5(02 Belania Bortuon Raudrgan Pemerdntah Kabupalen
21215103 Belanja Bantuan Keuangan Pemerinfah Desa Lainnya
PR SELANJA TAK TERDUGA |
21216101 Keodoan Dorural
2l24[02 Barcanda Alam
S




*

F. KODE REKENING PEMBIAYAAN DESA

Kode Uiaian
Reksning

1s : 2
3 | FEMBIAYAAM DESS
3.1 PENERIMAAN PEMBIAY AAN
31111 sug Lebih Perhifungan Anggaran Sabelumnya
3j112 Haill Penjualon Kekayoon Deso Yang Dipisahkan
3fripa Panerimdan Pembiayaon
3114 Fencaoiran Dana Codongan
3irls Penedmean Plutang
3|2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3]12]1 Pemripentukan Dana Cadongan
3|22 Penyertaon Modal Desg
31213 Pembaoyaran Hutang
324 Belora Bagl Hosl
31215 Pambetian Finjaman Desa

.llllll_lllm'i,ll-




G. FORMULIR RKA BELANJA TIDAK LANGSUNG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN |
PEMERINTAH DESA ......... Forrmulir
KECAMATAN ......... REA-BTL
Tohwn Anggoran ... 1
Fode
Desn
Wruson Pemedniahan
Kagiaian
Rincion Anggaron Belanja Tidak Langs
Tghun ... Jurmikah
Koche Uralan Vowme | Sotuon [ Horga =]
Rekening Saluan
1 2 3 i | &
|
- |
Jurmicini
........................................... b, 1
Repaia DEsd s
[Hamo Lengkap|
Emlerangan

Jﬂwn :
It Hatll Pambc n:

1
3+
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H. FORMULIR RKA BELANJA LANGSUNG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA ......... Formulir
KECAMATAN ......... REA-BL
Tahurn Anggaran ...
rode
Dodez ]
Unsan Pemerdintohan
Pragram -
Kagialan
Lokosl Kegialan X
Jumigh 20u... [thn K=1] 1 R,
Jumish M., [thnkl  Rp.
mincion Anggaran Be'arija Langsung
Hirclon Penghitungon Jumiah
Looe Uraicr Woluma | Satuan TarlfHarga (Rl
Rakening
1 2 3 4 5 -]
Jurmian
. 1 I
Kepalt Desay .o

{Moma Lengko)

Katemngan

Tonggal Pemiboatma

Cotolon Haosll PemboRaion @

X
Tim Anggaron Pemesiniah Desa ... TR
Mg, Nomo Lirdwur labotan Tarda Tangsn
I i
2
3.
4,
-5




Menimbong @ Q.

Mengingatl 1.

2

3

. 4,
5.

.. &'
f’.

B,

g,

I. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

RANCANGAN PERATURAN DESA ....ovvumiiicernsnn
NOMOR +.vereers TAHUN coviaiessasan
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 1.vcveven
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
EEPALA DESA «cvirnimirnnanns

pahwa untuk meloksanakan ketentuan Pasal 5.6,7.8.10 dan 11 Peraturan
Doerah Kobupaten Nomar 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan
dengon berpedoman pada Peraturan Menter Dalam Neger Nomaor 27 Tahun
2007 tentong Pedoman Pengeloloon Keuangan Desa sebogal pelaksanaan
peraluran Pemeriniah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa
mengalukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Fendapalton dan
Belanjo Desc (RAPBDesa) uniuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan
Desa {BPD)] untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendaopatan dan
Belonja Desa (RAPBDesa) yang digjukan sebagaimana dimaksud hurut .
merupakan perwujudan dar Rencana Kerjo Pemerintah Desa Tahun ... sasual
hasil musyowarah perencanaan pembangunan desa fahun ... dan talan
disepakah besama oniard pemernntch desa dengaon BPD pada tonggdl ...
Bulan e lahun ......!

bahwi berdasarkan pertimbangan sebaggimaono dirmaksud pada huruf a dan
huruf b, perv menetapkan Rancangaon Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan don Belanja Cesa [RAPBDE5Q).....000enr TARUN ANGQArAN ..o

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 fentang Permbentukan Xabupalen dan
Kabupaten mMamuju Utare di Propinsi Sulowest Selgitan [Lembaran Negoard
Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaron Negara
Republik Indonasia Nomaor 4270);

Undang-undang Nemaor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambohan Lembaran Negara Republik
indonesia Normor 4284}

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendcoharaon Negora
(Lemboran Negara Tahun 9004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negora
Republik Indonesia Nomor 4355];

Undang-undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004
woamor 53, Tambahan Lembaran Negora Republik Indonesia Nomor 4387);
Undang-undang Nomor 15 Tohun 2004 tentang Pemeriksoan Pengeloloon
Tonggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor &6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang MNomor 32 Tohun 2004 lentang Pamernichan Dasrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
pemsrintah  Pengganti Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas UndangUndang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Caerah menjadl Undang-Undang (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun
2605 Nomor 108, Tambohan Lembaran Negora Republik indonesia Nomar
4493); '

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Permbangan Keuangan
aniara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [ Lembaran Negara Tahwun
2004 Nomor 126, Tarmbahan Lembaran Negora Nomor 4353 |.

Peraturan Permerintiah Nomor 20 Tahun 2001 tenfang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerntahan Daerah (Lermbaran Negara
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajok Daerah (Lembaran



Negaro Tahun 2001 Nemor 118, Tembahan Lembaran Negara Nomor 4138):

10. Peraturan  Pemerintah Nomor &6 Tahun 2001 teriang Retribusi Doerch
(Lembaran Negara Tohun 2001 Nemor 119, Toambahon Lembaran Negara
Momor 413%):

11. Percturan Pemerntah Nemor 72 Tohun 2005 tentang Desa [Lembaran Megaro
Republik Indonesia Tohun 2005 Nomof 158, Tambahan Lembargn Negora
Republlk iIndanesio Nomor 4587

12. paraturan Menterd Dalem Negerd Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengeloloan Keuvangan Desa!

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Kauangan Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 Nomor 22).

14, Peraturan Doetah Kabupaten Luwu Timur NOMAr ...... Tohun 20.... tentang
Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur  Tahun
Aanggaran 20.... (Lembaran Daoerah Kabupaten Tahun 20... Nomor ... |

15. Paraturan Bupati  Luwu Timur NOMOT ... Tahun 20.... tenlang Penjabaoran
Anggotan Pendapalan dan Belanjo Daerah Kobupaten Luwu Timur Tahun
Anggaron 20.... [ Berita Dasrah Kabupaten Liswu Timur Tahun 20.... Nomor ..);

Dengan Persetujuan Bersoma
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .........
dan
EFPALA DESA ..ocooeen

MEMUTUSKAN :

Meneiaopkon : PERATURAN DESA TEMTANG AMNGEARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanje Dasa Tahur Anggaran ... Sebagai berikul :
1, Pendgpatan Desa REDssininsasisuacariniaesin
g Belonjobeso . R ()
Surplus/{defisit) RE: siisssiniaasvennpransssas
3. Pembiayoan Desa :
a. Penerdmaan RE i siiciiivasivasiees
B. Pengeludgran R e s ]
Pembiayaan Netto RO pcnnennrsencnncnnaaz (=]
sisa Lebih Pembiayaan aAnggaran fahun berkenaan 4+
Pasal 2 I

(1) Pendopatan Desa sebogaimane dimeksud dalam Pasal | di atas. terdin chari:
a, Pendopalon AsliDesa sejumlah Rp. .......cociainne
b. BagiHasl Pajak Rp. ..oimsniranes
¢. BogiHosl Retibusi Rp. vivveiererasisess
d. Bagion Dana Perimbangan Pusat dan Daerdh unituk DEsA RP....ceveieecvnennees
e. Bantucn Keuangen Pemerniah Proving, Kabupaten don Desa lainnya Rp.
f. Hibah RP. .cccovnenreniiinin
g Sumbongon Plhok KeligaRp. ........oevavine
12) Pendapatan Asii Desa sebogaimana dimeksud pada ayat (1) hurut a di atas ferdid dar jenis
pendapatan:
a  Hasll Usahio DesaRp. ...ooeiivimiie
b. Hosil Pengalolaan Kekoyoan Desa Rpu .,
c. Hoaosil Swadova dan Panisiposi RR..sssimesrissiie
d. Hasil Gotong ROYGNG RD viccvvieriiinmmisnnrass

e, _Lnimﬂinif‘andupctuﬂ Asli Desa yang sah sejumiah RD .....ceemeeenisninnn
(3] Bagi Hosil Pgjok sebogaimang dimoksud pada ayat (1) huruf b di atas terdiri darl jenis
pendapatan :

a. BoglHasll pajok kobupaten R .cvveeeiersrernnes



{4}
(5)

(&)

{7

(8)

i

(2)

(3)

(1)

12}

b. Penyisinan Pajok Bumi dan Bangunan Proviensi R oiesreemsssen

c. Penylsihan Pojok Bumi dan Bongunan KODUROIBN RPauceerimmsissarprmnes

Bagi Hasil Retribusi sepagaimana dimaksud pada cyat (1) hunf c di atas terdirl dari jenis
pendopatan .

a. BagiHasi Retribusi Kabupaten R iaesvsiaspsamnsevicon
Bogian Dana Permbangan keuangan Pusat dan Doerah unluk Desg sebogaimana

dimoksud pada ayat (1) hurut d i atas terdin dari jenis pendapatan -

a. Alokasi Dana Desa {ADD) RP e

Bonfuan Keuangan Pemerintah Provinsl. Kabupaten don Desa lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf & di atas terdin darl jenis pendapatan .

a. Banfuan Penyisinan Pajak Pravinsi [{ - TR ——

f. Hadiah Lomba Desa RP.......cieeieasiuia e

c. DanaTombahan Penghosilan Tetap Kepcla Dasa dan Perangkat Deso Bp .o
d. DanaTambahan Penghasilan Tetap Pimpinan, Sekretaris dan Anggota BPD Rp. ..uie
s. DanoTambohan Penghasiian Tetop Ketua RT RE. i

i  Bantuon Keuangan Desa lainnya B, crernrrnnsissaransnagasns

Hibah sebagalmana dimaksud pado ayat (1) hueuf | di atas terdin dar jenis pendopatan

a. Hibah darl Pemerintah RP wooeeeeenaconeen

b. Hibah dar Pemerintah Provinsi Rp. ..o

c.  Hibah darl Pemerintah Kabupaten RP.....ocomammmes

d. Hibah dari Radan/Lembaga/Orgonisasi swasta RD ...

e. Hibah dari kelempok masyarakat/perorangan ROk ivisivouiiavsiids

sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada oyat (1) hurut g di atas terdini dar
jenis pendapatan :

a. Sumbangan Administrasi jual bl tanah BR. ...

b. Sumbangan Administrasi Pengoperan Hok Atas Tanah Rp. e

c. Sumbangan Administrasi liin Keromaian R civivacesiiwinnnarare

sumbangan Administrasi NTCR

sumbangan Administrasi Kependudukan dan Capil RP...cccccreemieeeees
Lain-ain sumbangan Admirdstrasi R ...,

Ssumbangon dar Perbankan/Koperasi R v

sumbangon darl perorangan/lembaga kemosyarakalan RE. ..o
sumbangan dar kontraktar REi.emmeese

sumbangan dari pihak swasta/wirausaho ] SOt

—TFaTsao

Pasal 3

Belanjo Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atos, terdir dari:

a. Belania Longsung sejumich RP, ...

b, Selanja Tidak Langsung sejumiah Rp. .o

Bamnllu Longsung sebogaimana dimaksud poda ayat (1] hurut a di atas terdin dari jenis

belanja :

a. Belanja Pegowal/Honoramum B ...

b. Belanjo Borang dan Josa sejumiah Rp. .

c. Belanjo Modal sejumlan Rp ey :

Eﬁelr:mjlu Tidak Langsung sebagaimana dimaksud poda ayal (1) hurut b di atas terdir dari jenis
elanja:

selonjo Pegawai/Fenghosian Tetap Rp e,

Balanja Hibah sejumlah Bp. o

Belanja Bantuan Sosial sejumian RR e

Belanja Bagi Hasil Pajak sejumian | AR ———

Balanja Bantuan Keuangan sejumian Rp. ...

Balonja Tidak Terduga sejumiall RS e, S—

~p0000

FPesal 4

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal | di atas, terdin dart:

a., Penerimaan sejumiah Rp. ..o

b, Pengelugran selumiah Bp. ..eeennass

Pensrimacn sebagaimana dimoksud pada ayat [1] hwof a di atas terclii darl jenis
pEmblayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaren (SiLPA] tahun sebelumnya sejumiah Bp.ovemnenees
b, Hasl Perjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumian Rp......ooie

c. Penermaan Pembiavaansejumich Bp ...

g, Pancdirgn dana cadangan sejumial Rp ...



e. Pensrimaan piutang Deso SEJUMION RP voevansnnrmesssiinens
(3) Pengeluaran sebogaimena  dimaksud pada oyat (1] huru! b dl atas terdii darl jenis

pembigyaan :

e, Pe,-.mmmu‘mn Dana Cadangan m[n..rrnluh R cineesanssraninaninan
Jb. Pényertaan Modal Desa sejumlah RP. «.coineninnan

c. Pembayoran Hutang SEIUMIAR RP..oerereeesiainsenenssianes

d. Belanja Bagi Hasil s@IUMIAN RE. «overnemrsmimsiasnnaas

e Pemberian Pinjamon Deso sejumiah RP. oo

Pasal 5

Urgian lebinh lanjut Anggaran Pendapaian dan Belanja Desa sebogaimana dimaksud Pasal 1,
tarcantum dolam Lampifan yang merupckan bagion fidok terpisahkan darl Peraturan Desa ini,

terdin dari :
1. Lompiran | Ringkasan APBDeso:
Pasal &

Kepala Desa menatapkan Peraturan tentang Panjabaran Anggaran pendapatan dan Belanjo
Desa saboapal landasarn operasional pelakiandan APBDEYG,

Pasal 7

peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setfiap crang mengetahuinya, memerintohkan pengundangon Peraturan Desa inl dengan
penempatannya dalom Berla Doerah.

Ditetapkan di ...

Poda 1anogQal .o i
KEPALA DESA c.oourrsnaisrmanass

{tanda tangan)
[nama lengkop tanpa titel/gelar]

*| Perdas inl dinyatakan saf

Pada 1ang@e! o...ouvairienmueiecanes

Clundangkan di Mmalil
poda langgal 20000

SEKRETARIS DAERAHM,

inama lengkap tanpa tilel/geiar)

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 20.... NOMOR

Eeterangan :
*) Dalam hal evaluasi rancangan Peraturan Dasa tidok ditetapkon Bupati paling lambat 20 (due

puluh) harl setelah rancangon tersebul diterima cleh Bupati.



J. FORMAT RINGKASAN APBDESA

DESA ccicvivmrenviann
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN.....ooeuiees

Jumniah |Rp} L
MNamor URAIAMN Tohun l Tanun Ketarangar
Rekening sepelumnys | beralon
] 2 3 i 4 5

1. PENDAPATAMN

1.1 | Pancapatan Asil Dosa

1.1 Haall Usaha Ddsa

1.1.9.1 Bacan Usaha Milk Desa (BUMDes)

1.1.3.2 =] Tt

142 Fiasil Pengelolhan Kakayaan Desa

7121 Tanan Kas Desk

1.1.2.4 Taneh Dasa i

T1212 o =R

1122 Pasar Desa

1.1.2.3 Pasar Hawan

1.1.24 Tambatan Perghu

. 1.1.2.5 Finall Gews Banpunan Oeen
1126 Tampal Pendamtan [kan yang dikalota Dean

1.1.27 Tempat Rekreasi yang dikeloln owh Dasa

1128 Tempat Pemancingan yang dikelola cleh Dess

1.1.28 Lain-tain Kekayaan Mik Desa

1.12.10 (- A

1.1.3 Yasil Swadays can Partisipasl s

1151 Perpactaan Umbulumioul Masyarakat

11.3.2 Pungadaan Penershgan Jalan

REE] Pengadaan 1empal Sampah

1.1.3.4 TR . oo shovcd iahohbwbrin i nas b m i r s Hmid AR REAL AL 01 6D

1.4 Hasll Gotong Royon(y

114 Perint:san Jatan/jorong bare

1142 Pambarsihan Salnken/Gol

1.1.4.4 Pamelharaan tm-n Gesn
11456 Pembersihan Kuburan Dasa

7148 Pembuatan Paskaming

:

1147 Parrbuatan Pdsyandy

[ 1.7.48 | Oisf ..

[
[1.1.5 Lain-lain Pandspatan Asll Cesa yang sah

1.1.53 Hisil Perualan Aset Desa Yang Tidak Diplsahkan

. [11.510 Pelupasan Hak, Ates Tanoh

1.1.5.1.2 Penjualan Perslatan/Purlangkapan Kantor tidak lerpakal

1.1.51.3 Penjuslan Madln/alal-sfat idak tempakal

11514 Penjuslan kenfaraan dinas rods dun

11.81.5 Panjumon Bofjor-banan Dekas bangunan

11618 Perjuaian bes| bokas

11817 Panjuslan cahan-tahan bakas bangundn |

11548 Ost,.... |

1.2 | Bagl Heall P*i_'k dan Rstribusl

(EX Bagl hasil Pajak

1.2.1.1 Begl Hasll Pajk Dasrah

12,12 Penyisihan PRB Provinsi

1213 Penyisihan PEB Kabupaten

I
121 Bapl Hasll Retribusi

1.22.1 Bagl Has!l Refribusi Daerah

7.3 | Bagian Dana|Perimbangan Keuangan Pusat dan

. 1.1.4.3 Pampuaten tadan jalan desa
|



EE) ‘Alokasi Dana Desa (ADD)
T4 [ Baniuan Kauangan Pamenntal Provinsi, Kabupatan
dan Desa lnlnnyd __
141 Baniuan Ruvangsn Pemaedntah Proving
FRE] Hadiah Lomba Dess
142 Exntusn Kauangin Pemenntah Kabupaten
142 —Baniuon T ambanan Penghasian Tetsp Kepals Desa din
Paral L Daca
1422 Bnntuan Tambdhan Penghasidan Telap Pimplnan,
Sukretary don Angacita BPD
1423 Hzntunn Tambahan Panghasiian Tetap Hatva ORT
1424 Banmunn Sann Shmuisn
1425 Bt i =iy
143 Bantuan Kouangsn Duga Lainnya
144 Bat ... = errie
1.5 | Hibah
151 Hipan garn Pemanntah
753 Fllbah gan Pemanntuh Pravingl
153 Hibah dar Parmannish Kabupstern
154 Hibah dar Badan/Lambagaorgansas Swasta
1158 Hibah dari kelpmpok masyarakaliperorangan
1.58 Dt I e T
1.8 | Sumbangan Pihak Keligs
181 Gumbangan Adminiatras) Jual Ball Tanah
182 Sumbangan AdMminsiras: Pangaperan Hk Ats Tanah
183 Sumbangan Administresi lzin Keramaian.
1.6.4 Sumbangan Adminstrasi NTCR
185 Burnuangan Adminmirasl Kependudukan dan Cadi
188 Lain-imin sumbangan agministrasl
TET Humbnngan dan PeroankanKoparasi
168 Fumbangan dan Percangan/mbags emasyarakatan
1.68 Sumbangan dan Pinak Swesta’winsusaha
1.68.10 (™ T
JUMLAN PEMDAPATAN
2 BELANJA
7.1 | Belanjs Langsung
RIEAT) amia PegrwalHona mrium
q%i A Upah Jasu
21.1.2 e
ErE Bulanja Sarangldesa
FR R Balanja Bahan Pakal Habis
. FRFRR! Beianin Alat 1o Kantod
21212 m. aial itk Own lekUroni (ampu piar, 1L, beters
]
1213 Helanje perangko, natessl dan benda pos Isinnya
FREFAT] Belanjs persiatan kebarsinan dan bahan pambersih
EXE XL Halanjn bararn BAKAS minynigan
FRE-RH- Balanja peEnpdwn Boung Gan
EAF AL L
29,22 Bealanja bahan/matorial
21221 Balanja Bahal Baku Banguncn
212232 Balanja Bahanbibil tanaman
T223 “Betania BON jornak
[21224 Balanjn Bahan Chat-obatan .
1445 Belanja bahah kmis
213286 2 T T T, I
BEEE] Bolania Jasa Rantor
2123 Balanja Telegon
w1232 Balanjs air




21233 Halanja katrik
213434 Balanjs surat kabarmaalan
21,2358 Bolanja taximi|
EXFEY] Beinn|a pakelpanginmin
21237 o TR SR e .
"
Z134 Beinnjs Porawatsn Kendaraan Barmotorfidak
bermotar Rods Dua
2.1.24.1 Belanja Jeca servis
21943 Belanja penggantian suku cadang
21343 Bolan/a Banan Boxar Myl Gas
Zi244 Bolanja STHK
29245 Dnlans pamparfjanpan S
21448 o e I O,
2425 EBalanja Cotak don Penggandaan
FXELE] Belanja Cotak
21252 Fenggandsaniphetn Sy
EEET] Belan)s Sewa Sarana Mobiiits
21281 Buianja sews saranp mobilles dart
21,263 [ "Bielkn|s sewa Sarona Mop/ER air
2127 “Belanja Sewa PerienghapariPoraiatan kantor
21271 Balanjo sewh proyekior
21272 Balon;s sews gunerator/genzat
21274 Belun:a sows lenda
Z1.2TA Balarie sa'ws paiaan adal
21275 Ont ... e
FERT ] “Belan]a makanan dan minuman
21281 “Belania makanan dan minuman hanan
21,262 Balarjs mokenAn dan minuman rapal
71283 Belanya makanen gan minuman tamu
21204 T e e ———
21289 Belan]u Pakalzn Dinas dan han-nar tartantu
21281 Balanjs pokuwh dinas aparat
(1282 | Beana paka@n ainas BP0
21,283 Belan]i pukuian alan rags
21254 T [Pt ST (AP A
2.9.2.10 Balanjs Porjalanan Dinas Aparat Desa
272101 Belanja Paqnisnan Dinas Dalam Desa
FRERIF] Balanja Peraipnan Dinas Luer Caso
212103 Hetann Patjalanan Dinas Luat Kabupaton
212104 Belanya Perjainnan Dinas LUar Provins:
FX T Baolanja Perjslanan Cinas BPO
210919 Betanjs Pena@nan Dinas Delam Dosa
AT R Eafanja Perjalanan Dinas Lusr D=sa
FEEEEE] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
212114 Belanjs Penalinan Dinas Luar Provinsi
21212 Pundidiian dan Pelatihan Formal Aparat Pemerintah
FER-XFR] H:nmuhuﬂ dan Porjnlanan Dinos
Brkahop
1.3 Belanja Modal
2131 Belanja Modal Pengadasn Tanah
21311 Balar|a Modsl Pengsdaan Tanan Kanlot
T13.2 Bolanie Modal Jerirgan
2133 Balanja Modal Pengadaan Sepada Motar
2144 Beianja Niodal Pengadasn Sepeca
2138 Belanya Modal Pengadaan Perahy
2138 “Batans Modal Pongadnan Sampan
2189 Talana Moda) Persiatan Kanor

"H13.71 | Bolana Modal Pangadaan Wesin Tik




23372 “Bolanjs Modal Pangadaan Kakulator
2138 Belanja Moda! Perlengkapan kanigt
21381 “Belanja Mooal Pengadaan Lemari Arip
21262 Balanjs Modal Pengadsan Whits Board
21382 Belanjo Modal Pangedasn jsm dinding
2129 “Balanjs Modal Pengadann Komplter
21381 Belanja Modal Pangadaan Kompuler/PC
21382 Belanja Modal Pengadean Laplop
Z.1.3.0.3 Balan]s Modal Pangadaan Printer
L 21384 Balanja Modal Pengadaun Scanner
21308 Balania Modi Pangedann LPomwbilizes
2.1.3.88 Balanja Modal Pangadaan Kelangkapan Komputar (flash
disg, mouss, mouse pad, keyboard, harddisc, meia
Komputer)
213,10 Balanja Modai Pangadaan Mabaulair
21310 Balanja Modal pengadaan majs kerja
2.1.3.1032 Balonja Modal Pengadean Meja repat
313103 | Bolanja Modal Pengadaan kursi kera
2.1.3.104 Balanja Modal Pengadaan Kurs! tamu kaniar
21311 ~Beianja Modal Pangadsan Alat-alal Studio
21311 Bown|o Modal Pangadaan Kamers
213112 EVRE p. e vodi s b Ladde ks b wpavi Eoid
2.1.312 Belanja Modal Panpgaadaan Alat-alal Komunikasi
21372 Batanja Modal Pengadazn '_I_'nlnpun
2131232 Belanja Modal Pengadaan Faximil
21323 Balanja Modal Pengadaan HT
. 1343 Beiania Modsl Fengadaan inatissl Listik dan Tewpon
T A351 | Belans Modal Pengedasn Instined Listts
213132 Belanja Modal Pengadaan Instissi Telagon
21314 Betanja Modal Fengadaan BukuHepustaksan
21.3.14.1 Balanja Modsl Pangadaan Buku Poraturan Perundang-
ungdangan
213142 Balenjs Modsl Pengadasn Teroian Barkais ,
Z.1.3,14.3 Batan, hioabl Pengadasn PalA/Als/GIobe
213144 Dst.......
2.2 | Bulanja Tiduk Langsung 1
31 Baianja PegewabPenghasiian Tetap
211 Gaji dun Tunjongen
F¥EEE] Tunjangan Toiap Aparat Pemeriniah Desa
22112 Tunjangan Tetap Parangial Desa /Perangrat Desa
Lalanys
22113 Tunfanunn Tetap BPD
23114 DHE oo e i b i idan
P ] Balanja Hibah
223321 Baianja Hisah Kepada Kelompok Kemasyaralan Desa
. 22211 Balanja Hibah kapada LPMO/LKMD
22212 Balania Hibah kapada TP-PKK D50
22213 Balanju Hioal kepado CIRT.
22214 Belanja Hiban kepads Rarang 1anina
22215 E?nr.n.njn Hibuh kepada Kewmpok Kermasyarakemn Desa
nyn
22322 Balanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakal/Peromangen
2223 [ Belanja Hiban Kepada Badun/Lenbaga/Ory. Swasta
2234 Baianja Hibah kepads Lembaga Sonlul Y ayasan
| Pandidikan d| Desa
2225 Belznja Hibah kepada Panitin
2226 ™ IS T
223 Balanja Bantuan Soslal
2231 Bantiean Penaidikan Anak Usia Cini
2333 Bantuan Kesanaian Anak Kureng/aa BUrK
22313 [+ PRI g R i
224 Belanja Bagl Hasll Pajak/Ratribusi
Z24.1 Balanja Penylsihan PES Progins!
2243 Balanja Penylaihan PBE Kebupaten
2248 Belanja Buag| Hasd Pajak Desemh
2244 | Belanja Bag| Hasil Retrbusi Dasral
2245 [




125 Bolunja Baniuan Ilsusngan
2281 Belanja Donluen Keugngan Pemanniah Provinsi
7253 Bejanja Bantuan Kedangan Pemennin Kabupate
253 ﬂlﬁ:‘lil Bantuan Keunngan Pemearintah Desa Lainnyu
EEX] Balanjas Tak Terduga
2281 Keadnan Darerat
FECE Bencana Alafn
2283 D ...
JUMLAH BELANJA
3 PEMBIAYAAN
a1 orimuan Pmnbizyaan
A1A Sisa Lenin Pamitungan Anggaran [SILPA) Tahun
sabelumivys
312 Feagil penjuninn kokayaan Dase yang dipisahkan
a3 Forenmasn Pembiayaan
314 Pencairan Dana Cadangan
ans Panenmesn Padan
BRI ' Sm— T
32 | Pongoluaran Pomblnysan
321 Pombeniulan Dana Crdangsn
323 Panystasn Modal Dasa
323 Pernbaynran Hutsng
324 Belunjs Bagl Hasl
328 Pumbenan Finjaman Desa
EET] 5 PR DR
JUIALAH PERGIAY AAN

JLIMLAH

KEPALA DESA (ooiviiiniaiinn

(tanda tangan)

[nama lengkop tanpao fitel/gelar)




K. CONTOH FORMAT PERSETUJUAN BERSAMA

BERITA ACARA
NOMOF © cooeeiaians

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PEMDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .......,

POda hOm cseoseenONGEA wiersnen.. BUIGNA ... tOAUN ..o kami yang bertandatangan ol

bawah Ini : '
. 1. (noma lengkap) k Kepala Desa, dalam hal ini berdindak untuk dan
atas roma Pemerintah Deso ... 100G

Bargiamal gl s Selanjuinya
disebut PIHAE FERTAMA,

2, [namalengkap) 3 Ketua BPD Dest .coivvimmmiian
3. [nama lengkap) : wokil Ketug BPD Desa ..
. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratarn Deso e

salanjutnya disebu! PIHAK KEDUA

Menyalakan bahwa

1. PIHAK KEGUA tfeloh membohos dan menyetujul Rancangan Anggoaran Pendapatan dan
Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran ...... . Yang telah diojukon cleh PIHAK PERTAMA,

PIHAK PERTAMA ckan menyampaikan kepadae Bupatl untuk dievaluosi sebelum Rancangan
Anggoran Pandapotan don Belonjo Desa (RAPBDeso] Tahun Anggaran ....... Inl disohkan
menjedi Peraturan Desa selambat-lambotriya 3 (tiga) horl ksrjo setelah ditandatanigani Berita
Acara inl,

[

Demiikianiah Berila Acara ini dibual dan ditandotangoni oleh kedug beloh pihak dalarm rangkap
2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebogaimana meslinya.

. KEPALA DESA ......... KETUA BPD ,..oveerrerenns
(tanda langan) [landa fangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)

WAKIL KETUA BPD ...........

(tonda tangan)

(nama lengkap)




SEEEEREESsSEEERR NSNS RERES

Menimbang

Mengingot

" FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA .....oooviiiannnans .
MOMOR Co TAHUN i,
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Q.

b.

TAHUN ANGGARAN .viveiin
DEMG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA . oovvvuivansrians

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang fidok sesual dengon
kebiigkan umum APBdesa, keadaan gnggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiaycan dalam tohun anggoran beralan®). moko
peru dilakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran ...

bohwa sehubungon dengon hal tersebut pada hurul o, perubchan
AP&Desa Tahun Anggaran ...... Perlu ditetapkan dengan peraturan desa:.

+ 1. Undang-undang Nomer 7 Tahun 2003 tenfang Pembentukon Kabupaoten dan

Kabupaten Mamuju Utara di Propinsl Sulowes! Selatan [Lembaran Negarg
Republik Indonesia Tohun 2003 Nomor 27, Tamboahan Lembaran Negara
Republik indoneasia Nomer 4270):

Undang-undang MNomeor 17 Tohun 2003 tentang Keuangan Negarg
(Lembaran Negora Tahun 2003 Nomor 47, Tombahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momaor 4288);

Undang-undang Nomaor | Tahun 2004 tentang Perbendoharaan Negoara
(Lembaran Megara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negora
Republik Indonesia Nomor 4355

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturon
Perundang-undangon (Lemboran Negara Republik Indonesic Tahun 2004
Nomor 53, Tambaohan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerksaan Pengelolaan
Tanggungiawab Keuangan Megara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer
&6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nemor 32 Tohun 2004 tentong Pemerintohan Doerah
[Lembaran Negora Republik Indonesia Tohun 2004 Nomaor 125, Tambahan
Lambaran Negadm Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana felah
divbah 2angan Undang-lUndang Nomar 8 Tahun 2005 fentong Penetopon
Peraluran Pemedniah Penggontl Undang-Undang Nomae 3 Tahun 2005
tentang Perubahon dgtas UndaonglUndong Nomor 32 Tahun 2004 tentong
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara
Republik Indoriesio Tohun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesio Nomor 4493);

Undang-undang Nomaor 33 Tahun 2004 tentang Perimbongan Keuvangan
anfara Pemerintoh Pusal don Pemerinich Doesrch | Lembaran Negoro
Tahun 2004 Nomor 124, Tarmbahan Lemboran Negara Nomaor 4355 ).
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinoan dan
Pengawasan alas Penyelenggoaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Nomoer 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentong Paojok Daoerah
[Lembaran Negorng Tahun 2001 Momor |18, Tambahan Lembaran Negara
Momor 4138

Peraluran Pemerintah NMomor &4 Tabhun 2001 tentang Relrbusi Daergh
[Lermbaron Negara Tahun 2001 Nomer 117, Tambahan Lembaran Negora
Nomor 4139];

Peraturaon Pemaerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lermboran
Negaro Republik Indoneasia Tohun 2005 Nomor 158, Tambaohan Lembaran
Negora Republik Indonesiao Nomor 4587);

Perqluran Menter Dalom Negeri Normor 37 Tohun 2007 Tentong Pedoman



Pengeloloan Keuangan Desa;

13. Peraturon Doerah Kobupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Keuangan Deso (Lembaran Daerah Kobupaten Tahun 2006 Nomaor 22).

14, Peraturan Daesrah Kabupaten Luwu Timur Nomor ...... Tahun Z0.... tentang
Anggaran Pendapaton dan Belanja Daerah Kabupoten Luwu Timur Tahun
Anggaran 20.... (Lembaran Doerch Kabupaten Tehun 20... Nomor .... |:

15. Percturan Bupali Luwu Timur Nomor ... Tahun 20.... tentang Penjaboran
Anggaoran Pendopatan don Belanjo Doerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 20.... | Berita Doerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20.... Namor

o

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......uue

dan
KEPALA DESA ..ot
MEMUTUSKAM :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DANM
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ........
Pasal |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Tahun Anggoron ... semula berfjumioh Rp.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, bertambah/berkurang  sejumiah  Rp.o.oeiieaen.  SEINGGE menjodi
R ervervpessrersane ... Dengan rincian sebogal berikut :
|. Pendopoton desa,
o. Semula R Sy s T

(m

. Berombah/{berkurang)

Jumiah Pendapalan setelah Perubahan | AT Ry
Belanja desa,
a. Semulg R anusimansmaiis
b. Bertambah/(berkuiang) RD . )
Jumiah Belanja selelah Perubahan R i
Pemblayaan desa.
a. Penedmoan
1} Semula 1| = S
2) Berlombah/{berkurang) - TP |
Jumiah Penerimaan seteiah Perubahan BB caivassmaiseiis
b. Pengeluoran
11 Sermula RP G miisstiarmes srne
2] Pertambah/(berkurang) R e (+)
. Jumiah Pengeluaran seteloh Pervbahan Riy —
Jurniat Femblayaan neto selelal Parubahan R sernransrasasense
Sisa |eblh pemblayaon anggaran seteloh Percbaran RO i
Pasal 2

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dolam Pasal 1 terdid dari
0. Pendaopaton Asll Desa

1] Sdmula R svisiisssianiiivanivinn
2] Bertambah/(befkurang) BRennissiens [+)
Jumiah pendapatan asli desa seteloh Perubahan R, iiiiiaiae
b. Bogl Hasil Pajak '
1) Semulo R i I

2} Bartaormbah/{berkurang)

iy ) . -|-I|-----| T+J



Jumiah Bagl Hasil Pojak seteloh Perubanan -5 METERT———
c. Bagi Hasil Refribusl
1) Senmula RO i pr dmn saiid
2] Bertgmbah/(berkurang) B dinisiasissie (%)
Jumiah Bagl Hasll relrbusi setelah Perubahan [ { - FPe——
d. Bagian Dona Permbangan Pusat dan Daerah uniuk Desa
] Semula B
Jumiah Bagian Dana Perimbangan
selelah Perubahan ' - =
e. Bantuan Keuangan Pemeriniah Provinsi, Kobupoten dan Desa lainrya.
1}  Semula RO scassiamamimnnvas ssvny
2] Bertormbah/{berkurang) B usisiomnizinsasc: 1)
Jurlah Bantuan Keuvangan seteloh Perubahon = VT
[, Hiban
1) Semula = P ———
2) Berombah/{berkurang) | - ORI
Jumiah Hibah setelol Perubahan RE. s
g. Sumbangan Pihck Ketiga

11 Semulo e S
2] Bertarmbah/|berkurang) =1 = SODUEOTTTPRPTRR o
Jumiah Sumbangan Pihak ketigo setelah Perubahon - o R e
. Posol 3
(1) Belonja Desa sebagaimaona dimaksud dalam Pasal 1 di otas. terdin dari:
a. Belanjo Longsung
1y Sarhulo RPcimisisanierass
2] Berlombaoh/(berkurang) R iz T
Jumiah Belonjo Langsung setelch Perubahan RE. coiieitivriinssins
b. Belonjo Tidak Langsung
1]  Semula BB siuisrainmaseidinsie o
2] Berlombah/{berkurang) B s ana i
Jumiah Belania Tidok Langsung setelah Perubohan RE: iwsvasssnnisunuisin

(2) Belonja Longiung sebagaimana dimaksud pada ayot (1) huruf o di olas terditl dar |enls
belanja:
a. Belanja Pegawai/Honorafium
17 Semulg L M
2]  Bertambah/{berkurang) R iinesssiiennscinns (4]
Jumigh Belanja Pegowal selelah Parubahan R e e
b. Belonje Barang dan Jowo
1} Sernula B
. 2] Bertombohy/|berkurang) 132 RSN R .
Jumich Belanjo Barang dan Jasa, Bp, ....oceevvevnees
setelah Perubahan
c. Belonja Maodal ssjurmiah
1]  Sermula R LA el
2) Sertambah/(berkurang) R F
Jumiah Belanjo Modal setelah Perubahon '3 TR DXL O

(3] gl;:nnjn Tidok Langsurg sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) hurul b di atas terdin dorl jenis
onja ;
a. Belonja Pegawail/Penghasiian Telap
1] Semula BB cisssiiannnisanininitiin
2) Befambah/{berkurang] RO (*]
Jumiah Pengeluaran setelch Perubsahan RS oo caseiiiiiasie
b. Beianja Hitbah
1) Semula BB o sansesimasssnsare
2] Bedtamoh/(berkurong) B s [
Jumiah Belanja Hibah setelah Perubahan 1 - W
c. BelanjaBantuan Socslal
1) Semulg R s rvenninnnsensnianun
2] Bedtombah/(berkurang) 4 = IR |
Jumiah Belanja Bantuan Scsiol setelah Perubahon |~ T ——




1} Ssmulo 2] = . ams
2| Bertambah/{berkurang) _E_mwu-u-u- £+}
Jumiah Belanjo Bagi Hasil setelan Perubahan B s i
e, Belonjo BEuntuan Reucngan
11 Semulda Rp
2] Rertamban/ (berkurang) E., el L kiR L 1*1
Jumiah Belanja Bontuan Keuvangan 5 » JEPPPRRR,
setelan Perubohan.
{. Belanja Tidak Terduga

. d. Belanjo Bagl Hasll

1) Serwia RN, hernssns cisannassas
2) Bertombah/(perkurang) B i isini it (1]
Jurmian Belania Tidak Terduga setelah Perubanan <« PP ——
Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagalmona dimoksud dalam Posal 1 di atas, terdir darl:
a. Penermocn sejumiah RP. e

1) Sernula R asiamiminiarsnnias
2) Berfambah/[berkurang) is TTTTRI O wr |
Jumiah Penermaaon setelah Perubahan B ... oemndsiisniain
b. Peangeluaran sejumich Rp. .
1) Sermula Rp“
. , 2] Berlambon/(berkurang) . N
. Jumlch Pengeluaran setelah Perubahan Ritic cniainmiis

(21 Pensrimoan sebagaimana dimaksud poda ayat (1) hurndf o di ‘otas tardiri dari jenis

pembiagyoan
a.  Sksn Lebih Peritungan Anggaran (SILPA) tahun iet:elumnvn
1] Semulc 0 = S
21 Bertambah/{perkurang) -1 R AR AR o B s

Jurniah SiLPA setelah Perubahan  Rp. ..
b. Hosl Penjualan Kekayaon Deso yang d|p1mhhun

1 Semula Rp...
2]  Bedombah/|berkurg riga) o PR AT T P ey o 1+1
Jurnilah Hasll Penjuclon Kekayoan Desa ! RO civnnnennmemnsnizs

setelah Perubahan
c. Penermcan Pembiayaan

1), Semulo T?.r:l..
2]  Berombian/berkurang) B C 1’-]
Jumial Penerimaan Pembiayaan setelch Perubmhﬂn RO .....comvaiiie

d. Pencaimn dong cadangan

O 1] Semula R

2] Bettombah/{berkurong) B s L H
Jumitah Pencoiran Dang Codangan R i i piane ot e
seteloh Fewbahan

e. Panermaan piutang Desa

1} Semula [ S
2) Bertambah/(berkurang) ﬂp_%mu_ [+]
Jumiah Penermeaan Piutang Desa selelah Perubohon R v St

(3) Pengeluoran sebagaimana dimaksud poda oyot (1) huuf b di atos lerdin dar jenis

pembioyaan :
a. Paembeantukan Dana Cadangan
1] Semula 21 AN e O
2] Bertambanh/(bemurang) Ro. = {+)
Jurrlgh Pambentukan Dano Cadangan Lo EERRRRRARREANPUN "

sziglah Ferubahan
b. Penverioan Modal Desa

1} Semula Ep...
2} Bertambah/[berkurang) BB s R 1+:
Jumiah Penyertaan Modal setelah Perubahan 4= T
c.  Pembayaran Hutang
1] Semula 7« RO R

2) Bartambah/(berkurang) RD s T
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Jumiah Pembayaran Hulang setelah Perubahan Rpi ...
d. Belanja Bogi Hasl

1] Semia 4 c O

2]  Berlamboh/{benuiang) B ainceeracnanzs [+

Jjumiah Belonio Bagl Hasll setelah Perubahan R s
e. Pemberan Pinjaman Desa

I} Sermula 1 JORCRRRKARR Y T ke

2} Bertambah/(berkurang) L R PO {+] >

Jumiah Pemberian Pinjaman Desa selelah Perubahan REiivisimsisinbasan

Pasal 5

Uraion lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjo Deso sebagoimana dimaksud
Pasal 1. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidok ferpisahkan darl Peraturan
Desa i, terdir daofi ©

Lampiran | Ringkasan APEDeso:
Pasal &

repola Desa menelapkan Peraturan fentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatian
dan Belanjo Desa sebagai landasan cperasional peloksanaan APBDeso.

Pasal 7
Peraturan Desa inl mulal berigku pada tangge! diundangkan.

Agor sefiap orang mengetahuinya. memeriniahkan pengundangan Peroturon Desa Ini dengan
pancmpatannys dalom Lembaran Desa.

Ditedapkan ol ...,

Poda tanggal .......ccccuiniiineesnnenis
KEFKLA DESA (.iiaeiviidonia

(tonda tangan)
inama lengkap tanpa titel/gelar)

*] Pardes inl dinyatakan sah
PO OGO ccaim s

Diundangkar ol malil
poda tangoal ¥k R

SEKRETARIS DAERAH.

(name lengkap tanpa tilel/gelar)

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 20.... NOMOR

Keterangon ;
*| polam hal evaluasl rancongan Paraturon Desa tidok ditelaopkon Bupati paling iombat 20 [dua
puluh) hari seteloh roncongan tesebul diterima oleh Bupati.



M. FORMAT RINGKASAN PERUBAHAN APBDESA

. DESA .......
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN. ..viciiuene .
Jumiah (Rp] . | Jumian (Rp)
Nomor URAIAM Selalurm Saleiah Beirtambahy/
Rekening Parubahan Perubanan [berkurang)
] 2 3 i 5

1. PENDAPATAN

1.1 | Pondapatan Asll Desa ‘
114 Haall Usaha Desa
1.1.1.1 Badan Usaha Milk Desa (BUMDes)
1.1.1.2 [ | PR e T
1.1.2 Hasll Pengelolann Kekayaan Dosn

| 1421 “Tanah Kas Desa

TA.2.3.0 Tanah Deun
1.9.2.1.2 ] S P
1122 Pasar Desa
1.1.2.3 Pasar Howan
1.1.2.4 Tambalian Paraiu i
1.1.2.5 Hagil Sawa Bangunan Desa
1128 Tempal Pandaraian Ikan yang dlkeio)s Desa
1127 Tempal Rekress) yang dikolols olah Dess
1.1.28 Tempat Pemancingan vang dikelola oleh Desa
1129 Lain-lain Kekayaan Milik Dasa
LS Hanll Gwudaya oan Parislpas)
1139 Fengadaan Umbul-umbiul Masysrakat -
1132 Fangadean Fenerangan Jaian -
1133 Pengadaan Tempa! Sampah
1.1.3.4 BB o S e e T e e b T T ks e
114 Haall Goteng Royong
1.14.0 Perintisan Jfalan/iorong baru
1.1.42 Pambearsihan Salokan/Got
1.1.43 Pambuatan badan jalan desa
1.4.4.4 Pemaliliarann jalan dess
1.1.4.5 Fambemihan Kuburan Desa
1.14.8 Fambudtan Poakaming
1147 Pembuatan Posyandu
1148 DI T st veerenba Vi i e
1.1.6 Lain-lain Pendapatan Asll Dusa yang sah
11,81 Haail Panjualan Asel Desa Yang Twdak Dipisankan
1,1.51.14 Pelepasan Hak Ates Tanah
1.1.5:4.2 Penjunisn Peralatan/Perengkapan Kantor ldak terpakas
11513 Penualan Mesin/alat-alal tidak terpakal
11814 Penjumian kendaraan dinas roos dua
1.1.5.1.8 l_hen]unhm Baharn-bahan bekas DENGUNEN
1,1.6.1.8 Panjualan besl bekes
11817 Dst.......

1.2 | Bagl Hasil Fajak dan Retribusi
1.21 Bagl hasll Pajak
1211 Bagl Hasil Pajak Dasrah
1212 Panyisihan PBEA Provinai
1213 Panylathen PAB Kabupalan
1.2.2 Bagl Hasll Retribus]
1.22.1 Bagi Hasll Rotribusl Caerah

1.3 | Bagian Dana Perimbangan Recangan Fusat dan

[ Diaorah




11,2

EER Alokasi Dona Desa ;Aﬁm
1.2 o T T
1.4 | Bantuan Keuangan Pemarintah Provinsi, Kabupaten
dan Dusa lainnys
144 Hantuan Keuangan Pemaerintah Provinal
4.1 ragah Lomba Desa
1.4.1.2 Dst ..
ez nlnh.-n Hlumnnn mehﬂlh Kabupaten
1.4.2 Bartuen Tambahen Penghasilan Totup Kapale Dsan dan
Parangxat Desa
1AR2 Bantultn Tembahon Peaghasian Tetap Punplnan,
Sekmtaris dun Anggots BPD
423 Banlusn Tambahan Penghasiian Telap Wats CAT
1424 Taniuan Cona Stmulan
1.4.3 Bantuan Kewangan Desa Lainnya
1.4.4, Bat.i.
1.5 | Hibsh
159y Hibah dari Pemearniah
1.52 Hibah dorl Pameentahl Provinel
153 Hiban gar Pemanntah Kabupaton
1.5.4 Himan dan Badon/Lembagailgunisas! Swasta
155 Hisah dan kelompok mas FErMRaTpEOTEngan
{ 1.5B T T e A
1.6 [ Sumbangan Pilhak Ketiga
1.E1 Sumpdngnn Adminmres| Jual Bok Tanah
182 Sumbangan AGminisiras Pongopersn Hak Atas Tansh
1.63 Sumbgngan Adminstiesi lz2in Keramaian,
164 Sumbiihgan Adminisiias NTCR
185 ¥ Sumbangan Adminiatras! KEpenduBURAR dan Capll
1.6.8 Lain-lsin sumbangoan sdministres)
1.67 Sumbangan dan FerbankanKoperan
168 Sumbsngen das Peroranganfembaga kemasyarakalan
EEE Sumbangzn darl Pikak Swastawirausaha
1510 [+
JTUMLAH PENDAFATAN
] T | SELARJA
21 | Balsnjs Langsung
1.1 Enlen|e FegawaiHanoraHum
FERK! Ugah Jesa
2112 ot
£1.2 Belanja Baranphlasa
FEEE Belars ahan Pakal Habis
T LALT | Belanja Al Tulls Kanior

" Eolana alat IStk dan sesironik (empy pUarn, 1L belerE

karin
21.21.3 Bnlar%]a perangko, mataral dan benda pos innya
21214 Balania peralatan kebamihan can bahan pombersin
(21215 Bulunja Lafan bakar minyakiyes
21218 Balanja pongisian labung gas
2121.7 = T e R o 1
EREX Belanja bahan/matsnisl
2122 Balanje' Bahan Baky Bangunan
EAEEE] Balunja Bana/bii tanaman
21440 Enlnm BiEit tarmas
21224 Bullmnxﬂnhun Chat-obatan
21225 Belarygibahan Lamia
21226 [
21323 Balanja Jasa Kanior
FREEE Batsnja Telepon
21232 Belanja air
-
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21232 Balania listrik
31234 Bolanja sural kabar/majatah
21255 Balsnjs faximil
Z1.238 Balarnja pakdl/penglriman
21237 [+ FENTINUTVINR v iy M
2124 | Bolanja Parawatan Kendamaan Bermotoritidak
bermetor Hods Dus
21249 Helanja Jasa senvis
(21242 Bolanja penggantiun suku cadang
L1243 Bulanjs Sahan Baker MinyakiGas
21244 Balan]a STNK
Z1245 Balanja perpanjangan SIM
21248 L s ]
2128 | Balunja Catak dan Penggandaan
1257 Balanja Catik
21282 Fannaandaan/pholo copy
TL1.28 Belan)a Sowa Sarana Mob/litas
TE1.2.8.9 | Deanja sews samns moblitas damt
21202 Belanja sawa sarana mobiitos ai
EEELE ! e R R
21.27 Balanja Sowa Porfengkapan/Peralatan kantor
21270 Baianja sewa proyexior
212732 Belan@ serwa goneraonganiet
Z1Z.7.3 Baianja sawn londa
21274 DOalanjs sews pakaisn adat
212758 IR T RS
Z1.28 Bolanja makanan aan minuman
21281 Belana makanan dan minuman haran
21283 Baianja matanan dan minuman rapat
| 21.2.83 Belara malmnan dan minuman tamu
21284 2+ T P
FER ] Belanja Pakaian Dinas dan han-harn ortentu
71201 Balanju pakajan dinas aparai
21243 Belanme panaian dinas BRD
212832 Balanin pakalan olah raga
FEEET Balanjs Parjalanan Dinas Aparal Desa
Z1.210.1 Belanj Fetfalunan Oines Dalom Desa
212102 Balanjs Peralanan Dinas Luar Desa
212103 Balanja Perjalanan Dinas Luar Kahupaten
212104 Halanja Parjalanan Dinas Luar Provinal
Zian Belanja Perjalanan Dinas BPD
21210 Balan(s ﬁ'ﬁrjllnnnn Dinas Dalam Desa
212112 Balanja Peralanan Dinas Luar Desa
212113 Belinjs Peralanan Dinas Luar Kabupalan
212114 Balanjs Parjaiasan Dinas Luar Provirsl
"Z14.1%2 | Pendidikan dan Paiatihan Formal Aparat Pameriniah
dan BPD |
ZLZ1Z1 Belanja Kontrious gan Penalanan Dinas
PelatihanBintekWorkahon
Z1.3 o Belanjs Modal ¥
2131 Batanjn Modal Pengadasn Tananh
21301 Baluns Modal Pangadaan 1 onan Rantor
2132 Belania Modal Jarngan
2133 Balanja Modai Pangadaan Sepada Molor
2134 Belurju Modal Pengedasn Sepeda
EEEE! Belan|a Modal Pengadaan Paranu
2136 Baianja Modnl PonGaoaan Sampan
2137 Belanju Modsl Peraintan Kantor
21371 Baian|n Modal Pengadean Mesin T




21372 Belara Modal Pangedaan Kulkulator
2138 Bulan|a Mbdal Perisngaapan kanior
F R | Balanjs Mids! Pangadusn Lemari Arsip
21382 Balanju Madal Pengadaan White Boand
21583 & | Balonja Modal Pengadaan [sm dinding |
2120 Balanjs Mbdal Pengedann Kamputer
21.35.1 Balanja Modal Pangsdaan KomputenPC
21382 Balanja Mpdal Pengadaan Laptop
21303 Selanjs Mpdsl Pangadean Priles -
21594 Belan|a Modal Pengadann Scannel
21368 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabillzer
213986 Balanjs Model Pengsduan Kalengkapan Kemputar (Hash
disC, mouge, mouse pad, keyboand, harddisd, majo
kompular)
1310 Balanja Modal Pengadaan Mobeulalr
21301 Balznja Mods| pengedaan mejs kera
21.3.102 Helunp Mcdel Pengadsan Meja rapal
2.1.3.10.3 Balarja Modal Pangadaan kursi kera
4.1.3.104 Balama Modal Pengadaan Kural tinu Kanior
21511 "Bolana Modal Pengadaan Aiat-alil SWoo
2131 Batana Medal Pengadaan Kamara
215112 [+ | S ——
2.13.12 Balans Mounl Pengadaan Alal-alat Famanikas
213121 Belania Moda! Pengadasn Talepon
275722 Belania Modal Pengadaan Faximi
215123 telana Modal Pengadaan HT
21,313 Batanu Modal Pangadaan instlasi Listril dan Telepnn
P Halonjn Modal Pangacasn Instast Listrn
213732 Balanja Modal Pengudaan instinst Telepon
EEERD | Balania Modal Pangadaan BukuwiKspusiakaan
7.1.3.14,1 E.:Lnnja Moozl Pongegosn Buky PEraturon Poerundang-
7] an
EXERLE Belanja [ Pengedaan Terbian Barkaln
213343 Halanin Modal Pangadaan Peta/Atias!Globy
22 | Belnnjo Tidek Langsung
FEEY "|. Mn;ﬂn_i-:-nnlwllmhnuhlﬂln Tetan
EXER Gajl gan Tunjangan
22133 Tunjangun Tetap Apara! Pemanntan Desa
221.4.2 Yunjaigar Tetap Pernghet Lesa /Fermnghat Dess
Lainnyn _
22133 Tunjangan Tetap BFD
221.1.4 e e et
EZZ] Belanja Hibah
23221 Balama Hioah Kepade Helompok Kemasyaratan Doesa
22211 Bolanja Hibah kepada LPMO/LKMD
22313 Belarja Hibeh kepada TP-PRIK Desa
ESEER] Balonja Hibah kepada ORT
FFEER Balzis Hilah kepoda Kareng Tanns
1323215 E:Ihrql Hibsih epada Kalompok Kemasyarakatan Dena
Ay
1223 Belanja Hivah Kepads Kelompok MasyarakstFerorangan
2423 Belanja Hiboh Kepods Becaniembagaiong. Swasia
2234 am: l-nm Slﬂp:n; Lemoaga SosiaiYayasan
12225 Belanja Hibah kepada Paniis
2228 Dst...... P ——
213 Balanja Bantuan Sesial
FEER] Bantuan Pondidikan Anak U8/ D)
EXEF] Bantian Kasanaton AnaK FKurangiG) Buruk
2333 Dot ek T Cay p R =
224 Belanje Bagi Hosl! PajaluRatribusi
2241 Beianja Penyisinan PEE Prop il
EETE] Bolanjs Penysinen POS Kebupaton
2243 Balanjs Bagl Hasl Pajak Deareh
3244 Belanja Bagl Hasli Betibusl Dacrah
2245 [ 7 [ N ——
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N, CONTOH FORMAT PERSETUJUAN BERSAMA

BERITA ACARA
NOAOE S (e

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA iEisEEeadaRennaEENER R Rmi @Rl

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DESA
TAHUN ANGGARAN s

Pada har ...ooreeen-clQNEQAN o BUION 1evensees 1ERUN Leeeeen., KQMIL yang perfandalangan di

bBawahinl : :

1, [momolengkop) Kepala Desa, daiam hal inl berfindak untuk dan
alas namao Permesintah Dasa ... TONG
beralamat  dl e SSlONUINYG

2.
3.

disabut PIHAK PERTAMA,

(nama lengkap) - Ketuc BPD Desa ...oocvavrinsns

{noma lengkap) - wakll Ketua BPD Desa ....coo

Dolam hal ini berindak untuk dan alos nama
Badan Permusvaowaratan Deso .o
salanjuinya disabut PIHAK KEDUA

Magyotakan balvwo &

1.

PIHAE KEDUA talan membohas don menyetujui Rancangan Perubbahon Anggaran
Fendapatan dan Belanjo Desa [RAPBDese) Tohun Anggaran ....... Yang telah digjukan aleh
PIHAR PERTAMA, ~*

PIHAK PERTAMA okan menyampaikan kepoda Bupal uniuk dievaluasi sebalum Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapalan dan Belanje Desa [RAPBDesa) Tahun Anggoron ....... Il
disahkan menjadi Peraturan Desa selombat-lambatnya 3 [fige) hor kera setelah
ditandatangani Barita Acara ini.

Demilkianiah Berita Acara Inl dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak daiom rangkoep
2 (duwa) untuk dopat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA ........ KETUA BPD .ocvevinenne
[tanda tangan) [tanda tangan)
|narma lengkap) [mama lengkop)

WAKIL KETUA BPD .ciiia

[tanda fangan)

(nama lengkap)



C.

mMengingal

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
FERTANGGUNGJAW&BAH PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA

Menimbang - Q.

7.

RANCANGAN FERATURAN DESA Locoararmmininrenia
NOMOR ..oaveis TAHUN wicriracaesnes '
TEMTANG

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ..ooeeies

DENGAN RAHMAT TUHAMN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ...ocoimimaicaninr

bahwao untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraluran Doerah Kobupaten
Nemor 22 Tahun 2006 tenlang Keuangan Desa dan dengan berpedoman
mada Pergiuran Menter Dalam Negeri Nomor 37 Tahwn 2007 tentang Pedoman
Pengeloloon Keuangan Desa sebogal pelaksanaan paraturan Pemerintah
Momor 72 Tahun 2005 tentong Desa, Kepold Desa membual
pertanggungjewobon pelaksanoan APBDesa untuk dilaporkan kepada Bupati.

pahwa loporan pelaksanacn APBdesa sebagalmana dimaksud hurut @ di alas,
merupakan loporon realisas onggaran yang - ditefima dan dikelola oleh
pemeriniah desa dalarn satu tohun - anggoran.

bahwa berdosarkan pedimbangan sebogaimana dimaksud pada hurul @ dan
hurwf b, pefiu menetapkan Rancongan peraturan Desa tentong
Perfanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
IRAPBDESG) . corererrenes TOAUN ANQEAIan ..o

Undang-undang Nomar 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupatan don
Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulowesi Selotan,,(lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambgahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4270);

Undang-undang Nomer 17 Tahun 2003 fentang Keuangan Negaia |Lermnbaran
Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tembohan Lembaran Megara Republlk
indonesia Nomor 4284);

Undong-undang Nomor | Tehun 2004 teniang Perbencaharacn Negaora
[Lembaran Negora Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-undang Nomor 10 Tohun 2004 fentang Pembentukon Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesic Taghun 2004
‘Namor 53, Tambahon Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemefiksaan Pengelolaan
Tanggunglowab Kedangon Nagora (Lemboran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambghan Lembaran Negarg Nomor 4400};

Undang-Undang MNormor 32 Jahun 2004 tentong Femerintahan Daerah
[Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1235, Tambahan
Lembaran Negaro Republik Indonesia Namor 4437) sebagaimana teloh divbah
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2005 tentang Penetapan Peraluran
pemerntal  Penggantl Undang-Undang Momoer 3 Tahuh 2005 tentang
parubanon atas Undongndang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Doerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahon Lembaron Negora Republik indonesia Nomor
4493),

Undang-undang Nomeor 33 Takun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerdnion Pusat don pemerinich Doerah | Lemboran Megara Tanun
2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomorn 4355 ).

peraturan  Pemerintah  Nomor s Tohun 2001 tentong Pembinoon dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerntahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomer 41, Tambahan Lembgran Negara Nomor 4070

peraturan Pemetintah Nomor &5 Tabun 2001 tentang Pajak Daerch |Lembaran
mMegdra Tahun 2001 Narmor 118, Tampbahan Lembaran Negara Nomaor 4138).

10, Peraluran Pemearintah Nomor &6 Tohun 2001 tentang Refibusi Daerah
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(Lembaran Negard Tahun 2001 Nomor 119, Tambohan Lembaron Negara

. Momar 413%)
11, Perauran pemariniah Namar 79 Tahun 2005 tentang pesa [Lembaran Negaoro
Ropuhlk indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran hegara
Repub ik Indaniesia Nomar 4587).
12. Pergiuran Manter Dalam Negeri Nomof a7 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengeiolaan keud ngan Desa;
13, Peratuiaon Daeran fobupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Keucngaon Deso [Lemiaran Daarah Kabupaten Tahun 2006 Nomor 22).
oo Tahun 20.... tentang

{4, Peraturan Doerah Kobupaten Luwu Timwur Nomor

Anggaron Pendapaton dan Belonja Daerah kobupaten Luwy Himur  Tahun

Anggoran 20.... |Lembaran Oaarah Kotupaten Tahun 20,.. Nomor ... I}

15. Peraiuran Bupall  Luwu Timwr NOMGT .. 12HUN 20.... tentang Penjabaran
Anggaran pendapatan dan Belonja Daerch tabupaten Luwu Timur Tahun

Anggaran 20.... | Beriia Daeroh kabupaten Luwd Timur Tahun 20.... Nomor B

Dengan Persetujuon Bersama
BADAN PERMUSY AWARATAN DIESA seainsins
can
KEPALA DESA ...

MEMUTUSKAN

Meanetapkan - PERATURAN  DESA TENTANG PERTANGGU NGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ..oooemr

Pasal |

(1 perianggunglawaban pelaksanaan Anggaran Pendgpotan don pelonjc Deso Tahun
Ang veeeet, meamuat :

garan
a. Laporan Reaqllsasi Anggaran.
b. loporananus kos

{2) Loporan sebogaimana dimaksud dalam ayeat (1) rruf a di atcs sebagal berkut
1. Pendapaton Desa - VORI TET RSt =
2. Belanja Deso -1 TP O
surplus/ |cefisit) TS T
3. Pembiayoon Desa’
q. Penafimaoon RS coovennmmsssannssinsess
b, FPengelucran 11 = PP OP P TEeEs
surplus/(defisit) R socecssssssssianisasuenss
tohun berkanaan - T

sisei Lebin Pembigyaan Anggaran
Pasal 2

a dimaksud dalam Pasal | sebagai berikut |

Uralan laporan reqlisosl anggaran sebogaiman
dengan fincian

(1 Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan selumilth R imaman
smbagal bearikut
g. Anggaran pen:lmpaian cetalaoh peubahan R vunveiassnes S

Selisin lebih/ [kurang) RD, sreessnnsmmasnasns .
e dEngan fincion sebogoi

amaE

(2) Selisih anggaran dengon realisas belania sejumiah RP...omerviee

perikul :

Q. Angganran belanja seteiah perubanan RE. accvamsnsiannsnantnne

p. Realisasl R s sasiassassissnssss
selisin lebin/(kurang) RED: cursaassesnssiarisnss

(3) Selisin anggaran dengan reclisasl sufplus/defisil - sejumiah R incl
) ikt i Dasessnsmrasninner dangan nncian
a.  Surplus/defisit setelan perbahan RO: .cuewmimnmes



b. Reallsasi Bl i

Selisin lebih/(kurang) RE: o snasamnianed s
(4] Selisin anggaran dengan reclisasi penerimaon pembiayoan sejumiah RE...ciwsmeene.s dENgan
rrecian sebogal berkul :
a. Anggaran penenmacn pembiayaan <= RSO ———
setelah pensbahan
b- HFQIESGP" EQJ_MM
Selisih iebihy/{kurong) Rp. .
(5] Selisin anggaran dan;;an reciisasi pengeluaran pambru:mcn se}urnlr.:h Rp... e dEBRGAn
rincian sebogai berikut _
a. Anggaran pengeluaran pemblayaan 7] « TR
sefelah peubahan
Selisin lebih/(kurang) T
(&) Selisih anggoran dengon realisasi pembiaydon neto sejumiah Rp................. dengan rincian
sebogai berikut :
a. Anggaran pembiayoan neto o VIO To e
selualalh perubahan
b, Realisosl R o i,
Selisin lebil/ [kurang) [ { R e e 2
Pasal 3
Lagoran arus kas sebagaimana dirpaksud dalem Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember tahun ....... Sebagai berkut :
a. Soldo kas gwal per 1 Januar tabwn ....... RO siasnsuusaassnsspasvans i
b. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun ... R svinirasvssinvsssmmii s
Pasai 4

-

Laporan Realisasi Anggoran sebhagoimana dimaksud Pasal | fsalu) di atas, lebil lonjul tercantum
dalam lampiran peraturan desa inl sebagal bagion yang tidak terplisahkan.

Posal 5

Peraturan Deso inl rmulal beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap orang mengetohuinya, memesintahkan pengundangan Peraturan Desa inl dengan
penempatannya dalom Lembaran Desa.

Ditelapkandi ...............
Faodo tanggal ..
KEPALA DES&

sEE s R

(tonda tangon)
[noma lengkop tanpa titel/gelar)
*) Perdes ini dinyatakan sah
roda tangg@al .....c.ccciimieniinieans
Diundangkan di Malili
pada fanggal 20...,

SEKRETARIS DAERAH,

(hama lengkap tanpa litel/gelar)

BERITA DAERAM KABUPATEN TAHUN 20.... NOMOR



bawah ini :

—

1. (nama lengkop)

2. [nama lengkap)
. 3. [noma lengkap)

Mernyotakan bohwa |

N

KEPALA DESA .........

[tando tangan)

inoma lengkop)

Pada harl ...ceaatonggal e

diloparkan kepada Bupotl

P. CONTOH FORMAT PERSETUJUAN BERSAMA

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA ........................ nEEEE

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSAMNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUM ANGGARAN ...

. fanup .......... kami yang bertandatangan di

Kepdla Desg, dalom hal ini berfindak unfuk dan
atas noma Pemerintah Desa ..o YONG
perolamat dl ... ornreansene SEIGNJUINYG
disebut PIHAK FERTﬁ M.-'v..

Ketuo BPD Desa ..

wakil Ketua BPD Dam s

Calem hat inl bﬁmndck untuk dan alas nama
Baodan Permusyawaratan Desa  ..oeonens
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membohas don meanyelujul Rancangan Peraturan Deso tentang
Paﬂanggunmuwc:bnn Peloksanaan Anggaran Pendapotan dan Belonje Deso [RAPBDeso)
Tahun Anggaran ....... Yong felah digjukan oleh PIHAK PERTAMA, '

2. PIHAK PERTAMA akan menetapkan rancongan Peraturan Desa Ini menjaci Peraturan Deso

paling lambat 3 (liga) harl kerja setelah ditandatanganinyo Berita Acarg ini untuk ségera
sebagal peranggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran ......... paling lambat 7 (lujuh) har seteiah Peraturan Deso ditelaplkan,

Demilklanlah Baria Acora inl dibuatl dan ditandatangan oleh kedua beloh pihok dolam rangkap
2 [dus) untuk dapot dipergunakon sebagaimana mestinya.

KETUA BPD oocivisininines

(tanda langan)

{nama lengkap)
WAKIL KETUA BPD ...cvcvvee

{landa tangan)

[nomea lengkap)



-

Q. FORMAT BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM
& DESA . icoeiiiiiiins ene KECAMATAN ..
TAHUN ANGGARAN

No. | Tgl KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN
(Rp.) {Rp.)
Vil R 3 s § &
|
|
|
[ 1
= JUMLAH
Jumiah bulanftanggal Rp. Rp.
Jumiah sampal bulan [aluftanggal Rp. Rp.
Jumilah semua s/d bulan /tanggal EBp Ep
Sisa kas Rp
Pada hariinitanggal . ............., 200,
Oleh kami didapat dalam kas Rp. ...
ITRETRIOE R SOPPRITORR. [T - - dangan huruf}
Tardiri darl -
Tunai =] - R e
Saldo Bank Rp
Surat Berharga Rp
tanggal .

MENGETAHLI
KERPALA DESA,

TITFIIEoRy o ey Py ey T T Te

n

BENDAHARA DESA,

Kolorn 1 diis! de;ngun nomor urut penaerma kas atau pengoeluaran kas
Kolom 2 difsl dengan tanggal penerimaan kas alau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas alau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uralan penerimaan kas alau pengeluaran kas
Kolom B diisi depgan jumiah rupigh penerimaan kas
Moo §diisl dangan janlah rupiah pengaluaran kas




R. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PENERIMAAN

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN

DESA ..... . KECAMATAN .
TAHUN ANGGARAN
[ HNe. NOMOR BKU TANGGAL SETOR | NOMOR STS & BUKTI = JUMLAH
= URUT PEMERIMAAN — FENERIMAAN LAINNYA Lﬂp.]
1 z 3 4 g
|
Jumigh bulan ni Ap
" jumian ad bulan lai Rp
[ Jurniah &/d bulan inl Rp

‘ U - .- (- - | ISP

MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,

N :
Kolom 1 ditgsi dengen nomar ur!
Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU peneminasn
Kolam 3 diisi dengan Tanggal Penyeloran STS/Buktl Penerdmuan lainnya
Kalom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti panerimaan lainnya.
Kalom 5 diisi dengsn jumiah rupiah seloran STS/Bukll penerimaan lainnya.
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S. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN

DESA ..\oveosieeoreinnnrr KECAMATAN .o
TAHUN ANGGARAN
No. NOMCR BKU TANGGAL NOMOR SPP & BUKT| | JUMLAH
URUT PENGELUARAN PENGELUARAN PENGELUARAN (®p.)
' LAINNYA
7 2 3 4 5
JUNLAH
Jumilah bilan inl Rp.
Jumiah &/d bulan faly Rp. |
Jumiah sid bulan ini RAp |
R, - . —

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

Kolom 1 diisi dengen namor urut
Kalom 2 diial dengan Nomor BKU pengeluaran
Kolom 3 diisi dengen Tenggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya
Kolam 4 diisi dangan Nomeor SPP/Bukli pengeluaran lainnya.

Kolom 5 diis| dengan jurniah rupiah Pengeluaran SPP/Bukli pengeluaran lainnya.

BENDAHARA DESA,




T. FORMAT BUKU KAS HARIAN PEMBANTU

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU

DESA oo KECAMATAN o
. _ TAMUN ANGGARAN
NG, TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN JUMLAH
URUT iRp] {Rp.) (Rp)
1 2 - 3 4 5
JURLAH
Janggal ;
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,

EREREEREESR

5 v
Kolom 1 dilsi dengan nomor urut penenmaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan alaw pengeluaran kas pengsluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 dilsi dengan jumiah rupigh penerimaan kas.
Kolom 5§ diisi dengan jumish rupial pangeilaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bondahara.




HIMPUNAN PERATURAN

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009

2

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR & TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LUWU TIMUR
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis
pelaksanaannya okan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar sefiop orang dapatl mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupali ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Malili :
pada tonggal 47 et 2009

BUFATI YUWU TIMUR,

ANDI Halm.

Diundangkan di Malili
pada fanggal 4 riisset 2009
AERAH,

SEKR Rtsi::/
AT.U PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2009 NOMOR 5-

STEMPEL PARAF KOORDINAS]

TELAH e |_panaf
| |

ASTSTEN | | (Ei ‘
|

ea. fasen _W:
| S elumis 2
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BUPATI LUWU TIMUR :

PERATURAN BUPATI LUWL TIMUR
NOMOR : ¢ TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 13 dan Pasal 22 Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 Tentang
Keuangan Desa, perlu ditetopkan Peraturan Bupati tentang

Peraturan Penyelenggoraon Kegiatan dan Pertanggung

jawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Timur.

EREREEREERRN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 fentang
Pembentukar Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor

4270);

2. Undr:]mg-Undnng Nemor 10 Tohun 2004 tentang
Pembentukar Peraturan Perundang-undangan [Lembaran
Negara Republik Indonesic Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389): '

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintchan Daerah [lembaran Negara Republik
indoneasia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana
telah divbah beberopa kall terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesic Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Ferimbangan Keuvangan antara Pemerintoch Pusat dan

. Pemerintahcan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 43585 );

5. Peraturan Pemerintah Noemor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun

2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4138);

6. Peraturan Pemerintah MNomor 646 Tahun 2001 tentang

Refribusi Doerah [Lembaran Negara Republik Indonesia

lII‘IIlII!III"
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Menetapkan :

7. Peraturan Pemerintah Nomor é6 Tahun 2001 tentang Retribusi

Oaerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2001
Nemer 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
umor 4139);

- cialuran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 fentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noemaor

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
Bl

. reraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

). Perdiuran Menleri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008

13,

14,

Tentang  Pedoman Tota Cara  Pengawasan Atas
Penyelenggarcan Pemeriniahan Desa;

- Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 55 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyoampaiannya:

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwy Timur Nomor 22 Tahun

2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 22),

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2007 Nomer 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Noemor 01 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjo Daoerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwy Timur Tahun 2009 Nomor 01 ):
Percturan Bupali Luwy Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Sistem dan Prosedur Pengeloloan Keuangan Daerah [Berita
Deorah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 16];
Feraluian Bupati Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanjo Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah
“al upaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 03]

MEMUTUSKAN -

FERATURAN BUPAT TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,
’ENATAUSAHAAN, PERUBAHAN  DAN PERTANGGUNG
IAWABAN PELAKSANAAN APBDESA.
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THEAN BUPATI TENTANG PE
fatl DAN PERTANGGUNG JAWAR
CANUPATEN LUWL TinALER

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

wisali ini, yang dimaksud dengan :
0 Kabupaten Luwu Timor.
~h adalah Bupati beseria Perangkat Daerah Otonir

: unisur  penyelenggcora pemerintahan  daerah

St ook Ll Timur,
sunall Gololian Bupall Luwu Timur.
oo oh fesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan

7 <lan mengurus rumah tangganya sendini dan mengurus

o ooowot selempat berdasarkan asal usul dan odal

slziadai ko ol veing diokui dalam sistem Pemerintahan MNasional.

caden oo verclan Desa yang selanjuinya disebut BPD  adalah
(o= AT marupakan perwujudan demokrasi dalam
pamarinichan desa sebagai unsur -penyslenggara

~~=r0a oo soten dan Belanja Desa yong selanjuinya disingkat APB

- —iu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan

tiren Desa  tentanig Anggoran Pendapatan dan

Bandoliza Dowa adalah perangkal desa yang ditunjuk oleh Kepala

Dasa uni: Jima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

moarlanggungjawabkan keuangan desa dalam

.o =elanjuinya disingkat ADD cdalagh dana yang

ieah Kobupaten uniuk desa yang bersumber

ay wuncan Keuvangan pusat dan daerah untuk Desa
s f

ah  keputusan Kepala Desa yang

barke ol hawnh perr::»luran desa, bersifat mengatur
'1:_1._.'!. ¥ WArein h—d’l_j

venn membidangi Pemberdayaan Masyarakat
LArics | Y0 rnr&mhldang[ Pendapatan, Pengelolaon

] witen Luwy Timur,
L e e yong selanjutnya disingkat TF - ADD
il HA IR ' “= Neen Eohupaten Luwu Timur yang

= g \,_1‘
i Pl consn slcted Done D&sc *,-'f.‘.ng salun;utnvo disingkat TP - ADD
~ - - n fnekot Kecamatan yong



1=lrc] Dana Daso voang selanjulny
waasi Dana Desa lingkaot De::
noon Keoutusan Repala Dasa.

BAB |
IAAKSHD DAN TUJUAN PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

irnesesucdkan untuk membioyal program pemerintah desa dolom
raelaksanakan kegiotan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan darn
pembinaan kemasyarakatan yang berorientasi kepada kemandiian desa
dan partisipasi masyarakat.

Baglan Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ADD

a. mendangaulangl kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

b, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunarn i

linakal desa dan pemberdayaon masyarakal.

meningkainya pembangunan infrastruktur perdesaan,

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan. sesial budaya dalam
rangka rmewujudkan peningkatan sosial.

e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

f. meningkatkan pelayanan pada maosyarakat desao dalom rangko
pengembangan kegialan sosiol dan ekonomi masyarakat.

g. mendorang peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

BAB Il

ADD

Fosal 4

(1) ADD berasal dari APBD kobupcten bersumber dari bagion dana
pefimbangan keuangan pusat dan daerah yang diteima oleh
Kabupalen Luwlu Timur dan diperuntukkan kepada desa sebesar 10 %
(sapuluh parsen).

|£] 40D sebagaimana aimaksdd pada ayat (1) disusun setiap tahun setelah
APBDesa ditetapkan.

{3) ADDR dimanicci; <G r::lah Desa unluk mendukung upaya peningkatan
nalavene s oirss s presmrbal man marntardmenan moasvarakal.



Pasal 5

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan poda :

a.

(3

(4)

pemberdayaan, yailu upaya untuk mewujudkan kemdmpuan dan
kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara akfif
dalam proses perencangan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan
pengawasan kegiatan pemberdayaan yang sumtnar pembiayaannya
dari dana alokasi deso.

berpihak kepada masyarakat, yaitu selunuh proses pembungunan di desa
secara  serius memberikan  kesermmpatan yang seluas-luasnya  bagi
masyarakat khususnya masyarakat miskin.

terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan dapat diihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh
masyarakat desa.

Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahopan-tahapan kegiatan yang
akan dibiayai dari ADD dapat diperfanggungjawabkan dengan benar
oleh pelaksana kegialan pemberdayaan.

seleklif, yaitu sedapat mungkin dilckukan pricritas-prioritas  dalam
perenconaan kegiatan verdasarkan daftar urut kebutuhan paling
mendesak yang ril di masyarakat sehingga hasil aknir dapat oplimal.
efisiensi| den efekiif, yaitu pemanfaatan dana digunakan sehemat
mungkin dan langsung menyentuh sasaran yang ingin dicapai.

BAB IV

PENGELOLAAN ADD

Bagion Kesatu
Rumusan ADD

Pasal &

Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan

keuangan desa yang tercantum dalam APBDesq,

Rumus yang dipergunakan dalam ADD :

a. asas Merata besamnya bagion ADD yang sama untuk setiap desa,
yang selanjutnya disebut ADD Minimal (ADDM).

b. asas Adil besarnya bagian ADD berdasarkan Nilal Bobot Desa
(BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, [misalnya
kemiskinan, kelerjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll)
salanjutnya disebut ADD Proporsional {(ADDP).

Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas adil

sebagaimana dimaksud pada ayat (2], besarnya ADDM ditetapkan

60% [enam puluh persen) dar jumiach ADD dan besarmya ADDP

ditetapkan 40% {empat puluh persen) dari jumlah ADD,

Ketentuan lebih lanjut mengenal rumusan dan besaran ADD untuk

sefiap desa ditetapkan dengan keputusan Bupatli dan dilakukan

perhitungan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi.



[ Pasal 7

(1) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggungan dan
pengelolaan ADD.
(2) Pengelolaan ADD merupakan salu kesatuon dengan pengelolaan
keuangan desa yang lercanfum dalam APBDesa.

(3] Seluruh kegiatan yang pendancannya dari ADD pada prnsionya
direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan
melibatkan berbagal unsur di desa.

(4] Seluruh kegiatan vyang pendanoannya dar  ADD  dalam
pein?:sgnuanrwu harus dapat diperfanggungjowabkan secara
administrafif, teknis dan hukum,

(5] ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hematl, terarah dan
terkendall.

(6] Pengelolaan ADD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

. Bagian Kedua
Organizas Pengelola ADD

Pasc\®

Croamians pengeida RDD  cddan W yoang dibenive untuay toeiciadean
recdhoiony fodilos G Rooupalen. wegalan pendamoingan . Nogieal
Lecortonan don regaion pedksonaon G desa,

Posal 9

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
a. Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Luwu Timur [TF = ADD); |
b. Tim Pendamping ADD Kecamatan (TP - ADD): dan
c. Tim Pelaksana ADD Desa [TPD).

Pasal 10

(1) TF - ADD sebagaimana di maksud dalam Pascl 9 huuf g

keanggotaannya ditetapkan dengan Kepulusan Bupati.

(2) TF - ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dibentuk dan

diberikan tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan diseminasi secara luas ckan kebijakan, data dan

informast tentang ADD,

b, membantu TP - ADD Kecamatan unftuk membaerikan

pelatihan/orientasi kepada TPD di tingkat Desa.

c. menenfukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan

yviang ditetapkan.

d. melakukan kegiatan pembinaan. monitoring dan evaluasl
pelaksanaan ADD bersama TP - ADD Kecamatan dalam setiop
prosas tahapan kegiaian.

. melakukan fosilitasi pemecahan masalah berdosarkan pengaduan
masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

ITRERERER
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memberikan laporan kemajuan pemerintah desa dan TPD dalam
mengelola ADD kepada Bupati Luwu Timur. i
melaksanakan tugas-tugas berdasarkan kepada pedoman umum
pengelolaan ADD Kabupaten Luwu Timur, '

Pasal 11

TP — ADD sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 huruf b dibentuk dan
ditetapkan dengan Keputusan Camat serta terdini atos :

appo

Camat dan Unsur Muspika selaku Pembina.

Sekretaris Camat selaku Ketua Tim.

Kepala Seksi ([oemerintahan/pemberdayaan) selaku Sekretaris Tim.
staf Kecamatan, Kepala Puskesmas, Kepala KUA. Kelompok
Jabatan Fungsional di Kecamatan, Ketua TP-PKK dan unsur terkait
lain di kecamatan sesuc] kebufuhan sebagai Anggeota Tim.

TP — ADD Kecamatan bertugas sebagai berikut :

[ B

melakukan pendampingan dan mengarahkan pelaksanaan
Musyawarah Desa unfuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang akan dibiayai dar dana ADD.

melakukan verifikasi ferhaodap usulan kegiatan dari pemerintah desa
dan TPD unfuk pemanfaatan dana ADD sebesar 30 % untuk belanja
aparat dan operasional pemerintah desa, dan 70% untuk belanja
pemberdaycan masyorakat dan dalam rangka usulan penyaluran
dan pencairan dana ADD oleh Pemeriniah Desa per friwulan.
melakukan pendampingan terhadap TPD dalam pembuatan
laporan perkembangan kegiatan dan realisasi penggunaan dana.

. melakukan  kegiatan pembingan, monitoring dan  evaluasi

pelaksanaan ADD yang dilakukan di deso bersama TF - ADD
Kabupaten Luwu Timur dalom setiap proses tahapan kegiatan.

. membaniu pemerintah desa dan TPD unfuk mengatasi persoalan

yang muncul dengan melakukan fasilitasl pemecanan masaiah
berdasarkan pengaduan masyarakat serfa pihak lainnya dan
mengkoordinasikannya kepada TF - ADD Kabupaten Luwu Timur,

memberikan laporan rekapitulasi data progres desa mengenai

pengelolaan ADD dalam wilayah kecamatan kepada Bupat Luwu
Timur tiap triwulan.

. melaksanakan tugos-tugas berdasarkan kepada pedomon urmum

pengelolaan ADD Kabupaten Luwu Timur,

Pasal 12

TPD sebagaimana di maksud dalam Pasal ¢ huruf ¢, dibentuk dan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta terdii dar unsur-
unsur terkait :

~oQ0oQ

Kepala Desa dan BPD selaku Pembina dan Pengendali,

Sekretaris Desa selaku Ketua Tim,

Kepala Urusan Pembangunan selaku Sekretaris Tim.

Bendahara Desa selaku Bendahara Tim,

Para Kepala Urusan dan Kepala Dusun selaku Anggota Tim.
Kelompok kemasyarakatan Desa dan unsur terkait |ain di desa
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(2)

(1)
(2)

(3)
(4]

(3]

(6)

(7]

(1)

sesual kebuluhan sebagai Anggota Tim.

TPD di Desa bertugas sebagai berikut :
a. Menyusun perencancan kegiatan pemberdayaan masyarakat

yang akan dibiayai dari dana ADD sesuai hasil Musyawarah Desa.

b. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakal sesual
ketentuan yang berlaku.

=. Membual laporan bulanan secara perkola dan laporan akhir dari
rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh
dana ADRD kepada TP - ADD Kecamatan dan ditembuskan kepada
TF - ADD Kabupaten Luwu Timur.

d. Melaperkan pelaksanaan keglatan kepada Kepala Desa dalam

setiap proses tahapan kegiatan.

r4embantu pemerintah desa uniluk mengatasi persoglan yang

muncul berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya

dan mengkoordinasikannya kepada TP - ADD Kabupaten Luwu

Timwur,

#  Melaksanakan lugas-tugas bardasarkan kepada pedoman umum
pengelolaan ADD Kabupaten Luwu Timur.

B

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

ADD dianggarkan dalam_ AFPBD Kabupaten pada setiap tahun
anggaran.

Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan
sesual kebutuhan desa dari hasil penghitungan besaran jumlah ADD
untuk sefiap Desa hasil rumusan yang ditentukan dan telah ditetapkan
berdasarkan Keputusan Bupati.

ADD disalurkan ke rekening desa sefeloh ditetapkannya APBD

Kabupaten.

Penyaluran ADD darl AFBD Kabupaten ke rekening pemerintah desa
dilakukan setelah ditetapkannya APBDesa oleh masing-masing desa.
Penyaluran sebogaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan
sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yakni periode Triwulan |
anlara Januar — Maret, Triwulan |l antara April = Juni, Triwulan Il antara
Juli - September dan Triwulan IV antara Oktober — Desember.

Untuk penyaluran ADD, maka Bendaharo Desa atas nama pemerintah
desa membuka rekening pada Bank terdekot yang ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepala Desa,

Dalarm hal di desa dmaksud belum memiliki okses pelayanan
perbankan, maka rekening uniuk penyaluran dilakukan pada Bank

Sulsel Cabong Malili.
Pasal 14

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada
Bupati ¢q. Kepala Badan yang membidangl urusan pemberdayaan
masyarakat dan desa Kabupalen setelah terlebih dahulu permohonan



dimaksud diverifikasi oleh Camat melalui TP - ADD Kecamatan yang
dituangkan dalam Berita Acara.

(2) Permohonan penyaluran ADD dibuat dalam bentuk proposal
permohonan dengan melampirkan berkas sebagai kelengkapan
administrasi.

(3] Kelengkapan administrasi sebagaimana dimoksud pada ayat (2)
tercantum dalam Pedoman Umum Pengelolaan ADD.

Pasal 15

(1) Kepala Badan atas nama Bupati selanjutnya akan meneruskan berkas
permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Kabupaten
dengan menerbitkan Rekomendasi Penyaluran ADD uniuk desa
dimaksud.

(2) Kepala Dinas Kabupaten setelah menerima rekomendasi dari Kepala
Badan Kabupaien selonjuinya akan menerbitkan Sural Pengantar
penyaluran ADD untuk desa dimaksud sebagai persyaratan pencairan
ADD oleh pihak Bank.

(3) Dalam hal pencairan ADD ke Rekening Bendahara Desa  safu
kesatuan dengan prosedur penyaluran keuangan dalam APBDesa.

e

Bagian keempal
Mekanisme Pencairan

. Pasal 14

(1]  Setelah permintaan penyaluran dana disetujui oleh Bupati dan telah
disalurkan ke rekening pemenntah desa, maka Kepola Desa dapat
melokukan pencairan dana untuk digunakan baik oleh Pemerintah
Desa maupun Tim Pelaksana Desa (TPD).

(2) Teknis pelaksanaan kegiatan sebagcimana dimaksud pada ayet (1)
lebih dijelaskan dalam Pedoman Umum Pengelolaan ADD mengenal
mekanisme pencairan dana cleh Bendahara Desa dan penyerahan
dana ADD dari Bendahara Desa kepada TPD.

.— ;

BAB YV

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN ADD

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 17

(1] Pelaksonaan kegiatan-kegiaton yang pembiayoannya bersumber dari
ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
dan Pelaksana Desa yang ditetapkan dengen Keputusan Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut
a. penggunaan anggaran ADD sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk
belanja aparatur dan operasional pemerntah desa. Belanja



dimaksud digunakan  terutama untuk membiayai kegiatan
pendampingan, fasifitasi  pembinaan, moenitoring  dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai dari
ADD dan kegiatan pendukung operasional pemerintah desa. ”

b. belanja oparatur dan operasional pemerintah desa sebagaimana
dimaksud huruf a . sudah termasuk belanja aparatur dan operasional
BPD.

c. penggunaan dana 30% [figa puluh persen) tidak diperuniukkan
sebagoi sumber pembiayaar belanja funjangan baik tunjangan
aparat pemerintah desa maupun lunjangan pimpinan, sekretaris dan
anggota BPD. i

d. penggunaan anggaran  ADD sebesar 70% untuk belanja
pemberdayaan masyarakat yang penguiurnnﬂ?n sebagai berikut ©
- paling rendah é0% digunakan untuk pembiayaan pembangunan

sgrana dan prasarana yang melipufi fasilitas pemerintahan,
pendidikan, pertanian, kesehatan, umum dan keomanan desa
serta pembangunan kesejohieraan masyarakat dan lain-lain.
- Paling banyak 10% digunakan untuk bantuan kepada lembaga
kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang diakui Pemerintan
Desa. .
(3) Penggunaan ADD didasarkan pada prinsip hemat, efisien, etektif, logis
dan dapatl dipertanggungjawabkan.
(4) Rincian Belanjo sebagoimana dimaksud pada ayat (3] lebih lanjut
dijelaskan dalam Pedoman Umum Pengelolaan ADD,

Bagian Kedua
Pertanggung jawaban

Pasal 18

perfanggungjawaban ADD terintegrasi dengan perfanggungjawaban
APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya pertanggungjawaban

APBDesa.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 19

(1) Beniuk pelaporan otas kegiatan-kegiatan dalom APBDesa yong
dibiayai dari ADD sebagai berikut :

a. Laporan  Berkala, yaitu:  Laporan mengenal pelaksanaan
penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin sefiap bulannya
oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Laporan ini memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasl belanja

ADD.
b. Laporan Akhir dari penggunaan ADD yang dibuat pada akhir tahun
. * anggoran dengan isi laporan  mencakup perkembangan

pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan
rakcmandc:s't penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

c. Lapordn sebagaimana dimaksud pada hurut a dan b, diagkukan
secara bertingkat sebagai berikut :
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. - TPD kepoada TP - ADD Kecamatan,
- TP - ADD Tingkat Kecamatan kepada TF - ADD Kabupaten, dan
- TF - ADD Kabupaten kepada Bupafi dan ditembuskan kepada
Ketua DPRD Kabupaten serta instansi terkait lainnya.

(2] Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢
kecuali laporan TF - ADD Kabupaten Luwu Timur, diser.ai tembusan
kepada Bupal, Wakil Bupali, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala
Bappeda, Inspekiur Kabupaten, Kepaia Bagian Tata Pemerintahan dan
Camat masing-masing. )

(3) TP - ADD Kecamatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,
selanjulinya membuat Laporan hasil Rekapan dari selurvh laperan
tingkat Desa yang ada di wilayahnya seflap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemaerintah Kabupaten Luwu Timur, Kecaomatan dan Desa berkewajiban
membina dan mengawasi pelaksanaan pengeslclaan ADD.

Pasal 21

Fembinoan dan pengaowasan Pemerinfah Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

(1) memberikan Pedoman Umum Pengelolaan ADD dengan Keputusan
ataupun Edaran Bupati.

(2) memberikan bimbingan dan pelatihon pengelclaon ADD yang
mencakup perencanaan dan penyusunan rencana kegiatan dan
pelaparan.

(3) memberikan bimbingan dan pedoman umum pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan yang diloksanakan oleh Camat melalui  Tim
Pendampingan ADD Tingkat Kecamatan.

(4) melakukan pengowasan terhadap pengeloloan ADD yang dilakukan
oleh TPD dan TP - ADD Kecamatan secara berjenjang dan dilakukan
secara terpadu oleh Aparat Pengawasan Fungsional dan TF - ADD
Kabupaten. '

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan Pemerintlah Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

(1] memiasilitasi pelaksanaan ADD dengan membeniuk dan menetapkan
TP - ADD dengan Keputusan Comat untuk melaksanakan kegiatan
pendampingan dan pengawasan pengelolaan ADD yang dilaksanakan
oleh TPD,

(2] melalui Tim Pendomping. memberikan fasilitasi terhadap perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan ACD oleh pemerintah desa.

(3) melalui Tim Pendamping, meiaksanakan verifikasi ferhadap laporan
pertanggungjawaban keuangan dari TPD desa per triwulan.
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Pasal 23

Fembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 20 meliputi -

(1)

(2)

(3)

memfasilitasi pelaksanaan ADD dengan membentuk dan menetapkan
TPD dengan Keputusan Desa dalam rangka pelaksanaan program dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat di deso.

memberikan fasilitasi terhadap kegiatan perencanoan, pelaksanaan
kegiatan, peloporan kegiatan don pertanggungjawaban keuangan
yang dilakukan oleh TPD.

memoniforing dan mengevaluasi kegiatan Tim secara berkala serta
mernjomin pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat
tepat sasaran, berhasil guna dan berdaya guna.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2009

(1)
(2)

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pengaturan tentang Teknis Pengeloloan ADD di Kabupaten akan diatur
lebih lanjut dengan Edaran Bupati.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwy
Timur Nomor 02 Tahun 2008 fentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADD

di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 dinyatakan dicabut dan fidak
berlaku lagi.



Pasal 24

* Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agor sefiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupatli ini dengan penempalannya dalam Berila Daerah
Kabupaten.

Ditetapkan di Malili

ch-"?m? Maret 2009
Tan 7 N ,
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BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 6

=
"
|
: Diundangkan di Malili
% pada tanggal 17 Maret 2009
2]
]
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L Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupali ini dengan penempatannya dalom Berita Daerah
Kabupaten.

Ditetapkan di Malili
. pada tanggal ' ; Maret 2009

@ z} g BUPATI 6wu TIMUR,

F;& hris Mﬁé ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
Q pada tanggal 13 Maret 2009
|

SEKR 15 DAERAH,

i

AfT. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR ¢ '




